| PENGUMUMAN/ PERATURAN PEMERINTAH

BENDUNGAN

(Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat R.l
Nomor 27/PRT/M/2015, tanggal 27 Mei 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTER| PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.

bahwa untuk menyimpan air yang berlebih pada
saat musim penghujan agar dapat dimanfaatkan
guna pemenuhan kebutuhan air dan daya air pada
waktu diperlukan, serta mengendalikan daya ru-
sak air, yang ditujukan untuk kesejahteraan dan
keselamatan umum berdasarkan Pasal 15 Per-
aturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 ten-
tang Sungai, perlu membentuk waduk yang dapat
menampung air sebagai bagian dari pengemban-
gan sumber daya air;

bahwa waduk sebagaimana dimaksud pada hur-
uf a, selain berfungsi menampung air dapat pula
untuk menampung limbah tambang atau menam-
pung lumpur dalam rangka menjaga keamanan
serta keselamatan lingkungan hidup;

bahwa untuk membentuk waduk yang dapat me-
nampung air, limbah tambang, atau lumpur se-
bagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b,
perlu membangun bendungan;

bahwa untuk membangun bendungan seb-
agaimana dimaksud pada huruf ¢, yang secara
teknis dapat berfungsi sesuai dengan tujuan
pembangunan sekaligus dapat menjamin ke-
amanan bendungan, perlu pengaturan mengenai
bendungan; )

bahwa untuk menjaga keélangsungan fungsi
waduk sesuai dengan tujuan pembangunan ber-
dasarkan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor
35 Tahun 1991 tentang Sungai, perlu dilakukan
pengelolaan yang meliputi eksploitasi dan pemeli-
haraan waduk; '

bahwa sesuai maksud pada huruf a, huruf b, hur-
uf ¢, dan huruf d serta sesuai dengan Undang-Un-
dang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan,
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam
mengatur dan melaksanakan pengelolaah serta
pengembangan sumber daya air;

g.

bahw.a guna memberikan dasar dan tuntunan
dalam pembangunan dan pengelolaan waduk se-
bagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf e,
perlu disusun pedoman pembangunan dan penge-
lolaan bendungan beserta waduknya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d,

huruf e, huruf f, dan huruf g, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peruma-
han Rakyat tentang Bendungan;

Mengingat :

1.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang
Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Repub-
lik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tamba-
han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587); ,

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1882
tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tam-
bahan Lembaran Negara Republik Indonesia No-
mor 3225);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta-
hun 2015 Namor 8);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/
PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pekerjaan Umum(Berita Negara Re-
publik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1304);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERATURAN MENTERI PEKERJAN UMUM DAN PE-
RUMAHAN BAKYAT TENTANG BENDUNGAN.
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BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1 .
Dalam Peraturan Menteri ini; yang dimaksud

dengan :

1.

10.

11

Bendungan adalah bangunan yang berupa urukan
tanah, urukan batu, dan beton, yang dibangun
selain untuk menahan dan menampung air, dapat
pula dibangun untuk menahan dan menampung
limbah tambang, atau menampung lumpur se-
hingga terbentuk waduk.

Waduk adalah wadah buatan yang terbentuk se-
bagai akibat dibangunnya bendungan.

Bangunan pelengkap adalah bangunan berikut
komponen dan fasilitasnya yang secara fungsion-
al menjadi satu kesatuan dengan bendungan.
Kegagalan bendungan adalah keruntuhan se-
bagian atau seluruh bendungan atau bangunan
pelengkapnya dan/atau kerusakan yang mengaki-
batkan tidak berfungsinya bendungan.
Pengamanan bendungan adalah kegiatan yang
secara sistematis dilakukan untuk mencegah atau
menghindari kemungkinan terjadinya kegagalan
bendungan. :

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indo-
nesia yang memegang kekuasaan pemerintahan
negara Republik Indonesia yang dibantu oleh
Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimak-
sud dalam Undang-Undang Dasar Negara Repub-
lik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Pemilik bendungan adalah Pemerintah Pusat,
pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah
kabupaten/kota, atau badan usaha, yang ber-
tanggung jawab atas pembangunan bendungan
dan pengelolaan bendungan beserta waduknya.
Pembangun bendungan adalah instansi pemerin-
tah yang ditunjuk oleh Pemilik bendungan, badan
usaha yang ditunjuk oleh Pemilik bendungan,
atau Pemilik bendungan untuk menyelenggarakan
pembangunan bendungan.

Pengelola bendungan adalah instansi pemerintah
yang ditunjuk oleh Pemilik bendungan, badan
usaha yang ditunjuk oleh Pemilik Bendungan,
atau Pemilik bendungan untuk menyelenggarakan
pengelolaan bendungan beserta waduknya.

. Unit pengelola bendungan adalah unit yang

12.

13.

14.

16.

17.

18.

(1)

{2)

{3}

merupakan bagian dari Pengelola hbendungan
yvang ditetapkan oleh Pemilik bendungan untuk
melaksanakan pengelolaan bendungan beserta
waduknya.

Komisi Keamanan Bendungan adalah instansi
yang bertugas membantu Menteri dalam penan-
ganan keamanan bendungan.

Unit pelaksana teknis bidang bendungan adalah
unit yang dibentuk untuk memberikan dukungan
teknis kepada Komisi Keamanan Bendungan.
Daya dukung lingkungan hidup adalafh kemam-
puan lingkungan hidup untuk mendukung peri ke-
hidupan manusia dan makhluk hidup lain.

. Dokumen pengelolaan lingkungan hidup adalah

dokumen vyang berisi upaya pengeslolaan dan
pemantauan lingkungan hidup yang terdiri atas
dokumen analisis mengenai dampak lingkungan
hidup atau dokumen upaya pengelolaan lingkun-
gan hidup dan upaya pemantauan lingkungan
hidup, ]

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pengelotaan sum-
ber daya air.

Gubernur adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah tingkat
provinsi.

Bupati/Walikota adalah kepala daerah sebagai un-
sur penyelenggara Pemerintahan Daerah tingkat
kabupaten/kota.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pe-
doman bagi Pemerintah Pusat dan pemerintah
daerah dalam penyelenggaraan pembangunan
bendungan dan pengelclaan bendungean beserta
waduknya.

Peraturan Menteri ini bertujuan agar pemban-
gunan bendungan dan pengelolaan btendungan
beserta waduknya dilaksanakan secara tertib
dengan memperhatikan daya dukung lngkungan
hidup, kelayakan teknis, kelayakan ekonomis, ke-
layakan lingkungan, dan keamanan berdungan.
Pembangunan bendungan dan pengelolaan bend-
ungan beserta waduknya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2), harus dilaksanakan
berdasarkan pada konsepsi keamanan bendun-
gan dan kaidah-kaidah keamanan bendungan
yang tertuang dalam berbagai norma. standar,
pedoman dan manual untuk meningkatkan ke-
manfaatan fungsi sumber daya air, pengawetan
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(4)

{1)

(2)

(1)

(2)

air, pengendalian daya rusak air, dan fungsi pen-

gamanan tampungan limbah tambang atau tam-

pungan lumpur.

Konsepsi keamanan bendungan sebagaimana di-

maksud pada ayat (3), terdiri dari 3 (tiga) pilar

yaitu: )

a. keamanan struktur berupa aman terhadap
kegagalan struktural, aman terhadap kegaga-
lan hidraulis, dan aman terhadap kegagalan
rembesan;

b. operasi, pemeliharaan dan pemantauan; dan

c. kesiapsiagaan tindak darurat.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi pen-

gaturan pembangunan bendungan dan pengelo-

laan bendungan beserta waduknya.

Pemibangunan bendungan dan pengelolaan bend-

ungan beserta waduknya sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), meliputi:

a. bendungan dengan tinggi 15 (lima belas) me-
ter atau lebih diukur dari dasar fondasi ter-
dalam;

b. bendungan dengan tinggi 10 {sepuluh} meter
sampai dengan 15 {lima belas) meter'd_iukur
dari dasar fondasi terdalam dengan ketentu-
an:

1) panjang puncak bendungan paling sedikit
500 (lima ratus) meter;

2) daya tampung waduk paling sedikit
500.000 (lima ratus ribu) meter kubik;
atau

3) debit banjir maksimal yang diperhitungkan
paling sedikit 1.000 (seribu) meter kubik
per detik; atau

¢. bendungan yang mempunyai kesulitan khusus
pada fondasi atau bendungan yang didesain
menggunakan teknologi baru dan/atau bend-
ungan yang mempunyai kelas bahaya tinggi.

BAB Il
PEMBANGUNAN BENDUNGAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4
Pembangunan bendungan dilakukan untuk pen-
gelolaan sumber daya air.
Bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1}, berfungsi untuk penyediaan air baku, penye-
diaan air irigasi, pengendalian banjir, dan/atau

pembangkit listrik tenaga air.

Pasal 5
Pembangunan bendungan untuk penam-
pungan #imbah tambang dan penampungan lumpur
mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 6
instansi pemerintah atau badan usaha dalam
melaksanakan pembangunan bendungan wajib meng-
gunakan tenaga kerja yang memiliki keahlian dan ket-
erampilan di bidang bendungan sesuai dengan keten-
tuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

{1) Pembangunan bendungan sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 4 ayat (1} dan Pasal 5, meliputi
tahapan:

a. persiapan pembangunan;

b. perencanaan pembangunan;
c. pelaksanaan konstruksi; dan
d. pengisian awal waduk.

{2) Dalam hal pembangunan bendungan dilakukan
pada kawasan hutan, pelaksanaan tahapan se-
bagaimana dimaksud pada ayat {1), dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan bidang kehutanan.

Bagian Kedua
Persiapan Rembangunan
Paragraf 1
Umum
Pasal 8

(1) Pembangunan bendungan untuk pengelolaan
sumber daya air disusun berdasarkan rencana
pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai
yang bersangkutan.

(2) Dalam hal rencana pengelolaan sumber daya
air pada wilayah sungai yang bersangkutan be-
lum ditetapkan, pembangunan bendungan disu-
sun berdasarkan ketersediaan dan kebutuhan air
pada wilayah sungai dan rencana tata ruang pada
wilayah sungai yang bersangkutan.

Pasal 9
{1) Dalam rangka pembangunan bendungan diperlu-
kan izin penggunaan sumber daya air.
{2) Bendungan penampung limbah tambang yang ti-
dak memerlukan sumber daya air dan bendungan
penampung lumpur tidak memerlukan izin peng-
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{1)

{2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

gunaan sumber daya air.

Paragraf 2
1zin Penggunaan Sumber Daya Air
Pasal 10

lzin penggunaan sumber daya air sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), diberikan oleh:

a. Menteri untuk penggunaan sumber daya air
pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah
sungai lintas negara, dan wilayah sungai
strategis nasional;

b. gubernur untuk penggunaan sumber daya air
pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota;
dan

c. bupati/walikota untuk penggunaan sumber
daya air pada wilayah sungai dalam satu ka-
bupaten/kota.

Izin penggunaan sumber daya air sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan

permohonan dari pembangun bendungan.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat

{2}, harus memenuhi persyaratan administratif

dan persyaratan teknis.

Persyaratan adr-inistratif sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), meliputi dokumen:

a. permchonan izin penggunaan sumber daya
air;

b. identitas Pembangun bendungan; dan

c. izin atau persyaratan lain sesuai dengan ke-
tentuan peraturan perundang-undangan.

Persyaratan teknis sebaga'imana dimaksud pada

ayat (3), berupa rekomendasi teknis dari unit

pelaksana teknis yang membidangi sumber daya
air pada wilayah sungai yang bersangkutan.

Pasal 11

Berdasarkan permohonan izin penggunaan sum-
ber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 ayat (2), yang memenuhi kelengkapan per-
syaratan, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari
sejak permohonan diterima, Menteri, gubernur,
atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangan-
nya dalam pengelolaan sumber daya air harus
mengeluarkan keputusan untuk memberikan izin
atau menolak permohonan izin.

Dalam hal permohonan izin sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1), disetujui, Menteri, gubernur,
atau bupati/walikota memberikan izin penggu-
naan sumber daya air.

Dalam hal permohonan izin sebagaimana dimak-

(1)

(2)

(1)

{2)

{1

sud pada ayat {1) ditolak, Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota harus menyampaikan alasan pe-
nolakan secara tertulis.

Pasal 12

lzin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
{2), paling sedikit memuat:
a. identitas Pembangun bendungan:
b. lokasi penggunaan sumber daya air;
c. maksud dan tujuan pembangunan dan penge-

lolaan bendungan; J
d.  jenis dan tipe bendungan yang azkan diban-
gun;
volume air dan/atau jumlah daya arr;
rencana penggunaan sumber daya air;
ketentuan hak dan kewajiban; dan
. jangka waktu berlakunya izin.
Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) huruf h, dipertimbangkan berdasarkan rencana
keuangan investasi pembangunan bendungan
dan pengelolaan bendungan beserta waduknya.

To ~ae

Pasal 13

Jangka waktu izin penggunaan sumber daya air
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)
huruf h, dapat diperpanjang dengan mengajukan
permochonan secara tertulis paling lambat 3 (tiga)
bulan sebelum jangka waktu izin berakhir. .
Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun
setelah mendapat izin penggunaan sumber daya
air, pembangun bendungan harus mengajukan
permchonan persetujuan prinsip pernbangunan
bendungan.

Bagian Ketiga
Persetujuan Prinsip Pembangunan
Pasal 14

Permohonan persetujuan prinsip pernbangunan

bendungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

13 ayat (2), diajukan cleh Pembangun bendungan

kepada:

a. Menteri untuk pembangunan bendungan pada
wilayah sungai lintas provinsi, witayah sun-
gai lintas negara, dan wilayah sungai strategis
nasional;

b. gubernur untuk pembangunan bendungan
pada wilayah sungai lintas kabupaten/ kota;
dan

c. bupati/walikota untuk pembangunan bendun-
gan pada wilayah sungai dalam satu kabupat-
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{2)

(1)

{2)

(3)

{4}

(1)

(2)

(3)

en/kota.
Persetujuan prinsip pembangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah Pem-
bangun bendungan memperoleh izin penggunaan
sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat {1).

Pasal 15

Permohonan persetujuan prinsip pembangunan

bendungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

14 ayat (1), harus memenuhi persyaratan admi-

nistratif dan persyaratan teknis.

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud

pada ayat {1), meliputi dokumen:

a. permohonan persetujuan prinsip pembangu-
nan;

b. identitas Pembangun bendungan; dan

¢. izin atau persyaratan lain sesuai dengan ke-
tentuan peraturan perundang-undangan.

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), meliputi:

a. rekomendasi teknis dari unit pelaksana tek-
nis yang membidangi sumber daya air pada
wilayah sungai yang bersangkutan;

b. dokumen studi kelayakan; dan
¢. dokumen pengelolaan lingkungan hidup.
Dalam hal bendungan ditujukan untuk penam-
pungan limbah tambang, persyaratan teknis se-
bagaimana dimaksud pada ayat {3), ditambah
dengan rekomendasi teknis dari instansi yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bi-
dang lingkungan hidup dan di bidang pertamban-
gan.

Pasal 16

Berdasarkan permohonan persetujuan prinsip
pembangunan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (1), yang memenuhi keiengkapan
persyaratan, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan
sejak permohonan diterima, Menteri, gubernur,
atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangan-
nya mengeluarkan keputusan untuk memberikan
persetujuan atau menclak permohonan persetu-
juan.

Penolakan permohonan persetujuan prinsip pem-
bangunan sebagaimana dimaksud pada 'ayat (1),
harus disampaikan secara tertulis disertai dengan
alasan penolakan.

Dalam hal setelah lewat jangka waktu 3 {tiga) bu-
lan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota ses-

PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

(4)

(1)

{2)

(3)

(4)

" uai dengan kewenangannya tidak mengeluarkan

keputusan, permohonan dinyatakan ditolak.

Permohonan persetujuan prinsip pembangunan
yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), tidak menghilangkan kewajiban Menteri, gu-

.bernur, atau bupati/walikota sesuai dengan ke-

wenangannya untuk memberikan alasan tertulis.

Pasal 17

Persetujuan prinsip pembangunan bendungan
paling sedikit memuat:
a. identitas Pembangun bendungan;
b. lokasi bendungan yang akan dibangun;
¢.. maksud dan tujuan pembangunan bendungan;
d. jenis dan tipe bendungan yang akan diban-

gun;
e. ketentuan hak dan kewajiban; dan
f. jangka waktu berlakunya izin.
Persetujuan prinsip pembangunan bendungan di-
berikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima)
tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk
jangka waktu 5 (lima) tahun.
Perpanjangan persetujuan prinsip pembangunan
bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat
{2), diberikan berdasarkan rekomendasi teknis
yang dikeluarkan oleh unit pelaksana teknis yang
membidangi sumber daya air pada wilayah sungai
yang bersangkutan.
Dalam hal pembangunan bendungan dilakukan
untuk penampungan limbah tambang, perpanjan-
gan persetujuan prinsip pembangunan diberikan
selain berdasarkan rekomendasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), ditambah dengan reko-
mendasi teknis dari instansi yang menyelengga-
rakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan
hidup dan di bidang pertambangan.

Pasal 18
Tata cara pemberian persetujuan prinsip pem-

bangunan bendungan dilakukan sesuai dengan pedo-
man yang ditetapkan oleh Menteri.

(1)

Bagian Keempat
Perencanaan Pembangunan

Pasal 19
Perencanaan pembangunan bendungan seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf
b meliputi:

a. studi kelayakan;
b. penyusunan desain; dan
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(2)

(3)

(1)

c. studi pengadaan tanah.

Perencanaan pembangunan bendungan seb-
agaimana dimaksud pada ayat (1), disusun den-
gan memperhatikan:

kondisi sumber daya air;

keberadaan masyarakat;

benda bersejarah;

daya dukung lingkungan hidup; dan

. rencana tata ruang wilayah.

Dalam perencanaan pembangunan bendungan

ol

o) S

‘harus dilakukan pertemuan konsultasi publik den-

gan mengikutsertakan instansi dan masyarakat
terkait.

Pasal 20

Untuk perencanaan pembangunan bendungan
penampung limbah tambang, kegiatan studi ke-
layakan dan studi pengadaan tanah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dan
huruf ¢, dapat merupakan bagian dari studi kelay-
akan dan studi pengadaan tanah kegiatan usaha.
Dalam hal studi kelayakan dan studi pengadaan
tanah kegiatan usaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), tidak mencakup studi kelayakan
dan studi pengadaan tanah untuk bendungan,
harus dilakukan studi kelayakan dan studi pen-
gadaan tanah khusus untuk. bendungan.

Pasal 21

Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19 ayat (1) huruf a, mencakup pra-studi

kelayakan.

Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), harus disertai dengan studi analisis men-

genai dampak lingkungan.

Studi kelayakan untuk pembangunan bendungan

pengelolaan sumber daya air dituangkan dalam

dokumen studi kelayakan yang paling sedikit
memuat:

a. analisis kondisi topografi untuk tapak rencana
bendungan, jalan akses, quarry dan borrow
area, penyimpanan material, tempat pem-
buangan galian, dan daerah genangan;

b. analisis geologi yang berkaitan dengan tapak
bendungan, lokasi material bahan bendungan
dan daerah genangan; :

c. analisis hidrologi daerah tangkapan air;

d. analisis kependudukan di daerah tapak bend-
ungan dan rencana genangan serta daerah pe-
nerima manfaat bendungan;

e. analisis sosial, ekonomi, dan budaya pada
daerah tapak bendungan dan rencana genan-
gan serta daerah penerima manfaat bendun-
gan;

f. analisis kelayakan teknis, ekonomis termasuk
umur layan bendungan, dan lingkungan untuk
setiap alternatif rencana bendungan;

g. rencana bendungan yang paling lzyak dipilih;

h. desain pendahuluan bendungan yang paling
layak dipilih; dan

i. rencana penggunaan sumber dayz air.

(4) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2} dan ayat {3}, dilakukan melalui kegiatan
survai dan investigasi.

(5} Kegiatan survai dan investigasi sebajaimana di-
maksud pada ayat (4), dilakukan untuk mengum-
pulkan data dan informasi mengenai topografi,
kondisi geologi, hidrologi, hidroorologi, tutupan
vegetasi, erositivitas, kependudukan, sosial, eko-
nomi, dan budaya.

(6) Kegiatan survai dan investigasi sebagjaimana di-
maksud pada ayat (5), dilakukan 2embangun
bendungan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 22
Dalam hal studi kelayakan dilakukan untuk
pembangunan bendungan penampung limbah tam-
bang atau penampung lumpur, harus dilekukan ses-
uai dengan ketentuan sebagaimana dimalsud dalam
Pasal 21 ayat (3) kecuali huruf i.

Pasal 23

(1) Penyusunan desain sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui keg-
iatan survai dan investigasi.

{2) Kegiatan survai dan investigasi sebagaimana di-
maksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pembangun
bendungan sesuai dengan ketentuar peraturan
perundang-undangan.

{3) Desain, sebagaimana dimaksud pads ayat (1),
dituangkan dalam dokumen yang paiing sedikit
memuat: :

a. gambar teknis rencana bendungan beserta
bangunan pelengkapnya dan fasilitas vang
berkaitan dengan pembangunan bendungan
dan peta genangan;

b. nota desain yang meliputi kriteria vang diper-
gunakan dalam menyusun desain dan perhi-
tungan gambar teknis sebagaimana dimaksud
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(1

(2)

(1)

(2)

(3)

pada huruf a;

c. spesifikasi teknis yang meliputi ukuran yang
harus dipenuhi untuk mencapai kualitas pe-
kerjaén yang disyaratkan dan peralatan yang
dipergunakan dalam pelaksanaan konstruksi;

d. metode pelaksanaan yang paling sedikit meli-
puti cara pengelakan aliran sungai, penimbu-
nan tubuh bendungan, dan pemasangan pera-
latan hidromekanikal; dan

e. rencana anggaran biaya pelaksanaan kon-
struksi bendungan yang meliputi perhitungan
volume pekerjaan dan biaya.

Pasal 24

Desain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
ayat (3), diajukan oleh Pembangun bendungan
kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan
desain.

Persetujuan desain sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), diberikan Menteri setelah mendapat
rekomendasi dari Komisi Keamanan Bendungan,

Pasal 25

Pengajuan persetujuan desain sebagaimana di-

maksud dalam Pasal 24 ayat (1), harus memenuhi

persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), meliputi dokumen:

a. permohonan persetujuan desain;

b. identitas Pembangun bendungan; dan

¢. izin atau persyaratan lain sesuai dengan ke-
tentuan peraturan perundang-undangan.

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), meliputi dokumen:

a. gambar teknis rencana bendungan beserta
bangunan pelengkapnya dan fasilitas yang
berkaitan dengan pembangunan bendungan
serta peta genangan; '

b. nota desain yang meliputi kriteria yang diper-
gunakan dalam menyusun desain dan perhi-
tungan gambar teknis sebagaimana dimaksud
pada huruf a;

c. spesifikasi teknis yang meliputi ukuran yang
harus dipenuhi untuk mencapai kualitas pe-
kerjaan yang disyaratkan dan peralatan yang
dipergunakan dalam pelaksanaan konstruksi;

d. metode pelaksanaan yang paling sedikit meli-
puti cara pengelakan aliran sungai, penimbu-
nan tubub bendungan, dan pemasangan pera-
latan hidromekanikal; dan

e. rencana anggaran biaya pelaksanaan kon-
struksi ' bendungan yang meliputi perhitungan
volume pekerjaan dan biaya:

(4) Dalam surat permohonan persetujuan sebagaima-
na dimaksud pada ayat (2) huruf a, harus dijelas-
kan maksud dan tujuan pembangunan bendun-
gan.

Pasal 26

(1) Studi pengadaan tanah sebagaimana dimaksud
datam Pasal 19 ayat (1) huruf ¢, dituangkan
dalam dokumen studi pengadaan tanah yang pal-
ing sedikit memuat:

a. lokasi tanah yang diperlukan;
b. peta dan luasan tanah;

c. status dan kondisi tanzah; dan
d. rencana pembiayaan.

{2) Dalam hal pembangunan bendungan memerlukan
lahan pada kawasan permukiman, perencanaan
pembangunan bendungan perlu dilengkapi den-
gan studi pemukiman kembali penduduk.

Pasal 27
Studi pemukiman kembali penduduk seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2}, paling
sedikit memuat:
a. data jumlah penduduk yang akan dimukimkan
kembali;
b. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya penduduk
yang akan dimukimkan kembali;
c. kondisi lokasi rencana pemukiman kembali pen-
duduk;
d. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya penduduk
sekitar lokasi rencana pemukiman kembali;
rencana tindak;
rencana pembiayaan; dan
g. pemberian ganti rugi berupa uang dan/atau tanah
pengganti.

b

Pasal 28
Tata cara penyusunan studi kelayakan, de-
sain, studi pengadaan tanah, dan studi pemukiman
kembali penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pas-
al 19 sampai dengan Pasal 27, dilakukan sesuai den-

gan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 29
Dalam hal perencanaan pembangunan bend-
ungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat
(1) berada dalam kawasan hutan, ketentuan menge-
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nai studi kelayakan, penyusunan desain, dan studi
pengadaan tanah dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan bidang kehutanan.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Konstruksi
Pasal 30
Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) ta-
hun setelah mendapat persetujuan desain, pemban-
gun bendungan harus mengajukan permohonan izin
pelaksanaan konstruksi bendungan.

Pasal 31

(1) Pelaksanaan konstruksi bendungan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf ¢, wajib
dilakukan berdasarkan izin petaksanaan konstruk-
si yang diberikan oleh Menteri.

(2) lzin pelaksanaan konstruksi bendungan seb-
agaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan ber-
dasarkan permohonan yang diajukan cleh Pem-
bangun bendungan.

(3) Pengajuan permohonan izin pelaksanaan kon-
struksi bendungan oleh pembangun bendungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan
paling lama 5 (lima) tahun sejak diberikannya per-
setujuan desain oleh Menteri.

{4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), harus memenuhi persyaratan administratif
dan persyaratan teknis.

Pasal 32
(1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31 ayat (4), meliputi dokumen:

a. permohonan izin pelaksanaan konstruksi;

b. pernyataan dari pembangun bendungan men-
genai tersedianya lahan untuk lokasi bendun-
gan, sumber material, dan jalan akses menuju
lokasi bendungan; dan

c. izin atau persyaratan lain sesuai dengan ke-
tentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 31 ayat (4), meliputi dokumen:

a. desain bendungan yang telah mendapat per-
setujuan;

b. studi pengadaan tanah; dan

¢. pengelalaan lingkungan hidup.

Pasal 33
{1) Berdasarkan permchonan izin pelaksanaan: kon-
struksi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal

31 ayat (2}, yang memenuhi kelengkapan per-
syaratan, dalam jangka waktu paling lama 6
{enam) bulan sejak permohonan diterima, Menteri
memberikan izin atau menolak permohonan izin.

(2) Penolakan permohonan izin pelaksanaan kon-
struksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), '
harus disampaikan secara tertulis disertai dengan
alasan penolakan,

. Pasal 34

Izin pelaksanaan konstruksi untuk bendungan
penampung limbah tambang diberikan oleh Menteri
setelah adanya rekomendasi teknis dari instansi yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
lingkungan hidup dan di bidang pertambangan.

Pasal 35°

Izin pelaksanaan konstruksi sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 34 paling
sedikit memuat:
identitas Pembangun bendungan;
lokasi bendungan yang akan dibanguri;
maksud dan tujuan pembangunan berdungan;
jenis dan tipe bendungan yang akan dibangun;
gambar dan spesifikasi teknis;
jadwal pelaksanaan konstruksi;
metode pelaksanaan konstruksi;
ketentuan hak dan kewajiban; dan
jangka waktu berlakunya izin.

TT@e v o0 oW

Pasal 36

(1) Dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbit-
kannya izin pelaksanaan konstruksi, Pembangun
bendungan wajib melakukan pelaksanaan kon-
struksi sesuai dengan jadwal pelaksanaan kon-
struksi.

(2) Dalam hal- terjadi keadaan tertentu yang men-
gakibatkan penyelesaian konstruksi tidak dapat
dipenuhi sesuai dengan jadwal pelaksanaan kon-
struksi, pemberi izin dapat memberikan perpan-
jangan waktu pelaksanaan konstruksi.

(3) Tata cara pemberian izin pelaksanaan konstruksi
bendungan dilakukan sesuai dengan pedoman
yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 37
(1) Berdasarkan izin pelaksanaan konstruksi dilaku-
kan pelaksanaan konstruksi.
(2) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dimulai dengan ‘persiapan pelaksa-
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(2)

(3)

{1}

(2)

(3)

(4)
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naan konstruksi yang meliputi:

a. pengadaan tanah; dan

b. mobilisasi sumber daya.

Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a, dilakukan oleh Pembangun bend-
ungan sesuai dengan hasil studi pengadaan tanah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1),
dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. ‘

Mobilisasi sumber daya sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b, meliputi penyediaan tenaga
kerja, peralatan, dan fasilitas pendukung.
Mobilisasi sumber daya sebagaimana dimaksud
pada ayat {4), harus dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. .

Pasal 38
Pelaksanaan konstruksi bendungan dilakukan
sesuai dengan desain bendungan yang telah
mendapat persetujuan desain sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 24 ayat (2).
Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), harus mengutamakan teknologi
dengan memanfaatkan sumber daya lokal.
Dalam pelaksanaan konstruksi sebagaimana di-
maksud pada ayat (1), dilakukan kegiatan peman-
tauan lingkungan dan kegiatan pengelolaan ling-
kungan.

Pasal 39

Dalam hal bendungan dibangun untuk penampun-

gan limbah tambang, pelaksanaan konstruksinya

dapat dilakukan dengan cara:

a. sekaligus dengan menyelesaikan konstruksi
bendungan terlebih dahulu kemudian diikuti
penempatan awal limbah tambang; atau

b. bertahap yang setiap tahapnya diikuti dengan
penempatan limbah tambang.

Pemeriksaan dan evaluasi dalam pelaksanaan

konstruksi secara bertahap sebagaimana dimak-

sud pada ayat (1) huruf b, harus dilakukan pada
setiap tahap oleh Pembangun bendungan.

Hasil pemeriksaan dan evaluasi sebagaimana di-

maksud pada ayat (2}, disampaikan oleh Pemban-

gun bandungan kepada Komisi Keamanan Bend-
ungan untuk mendapatkan rekomendasi.

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat

{3}, merupakan persyaratan untuk dapat melan-

jutkan pelaksanaan-konstruksi bendungan tahap

berikutnya.

Pasal 40

{1) Selama pelaksanaan konstruksi, Pembangun

bendungan harus melakukan kegiatan:

a. pembersihan lahan genangan;

b. pemindahan penduduk dan/atau pemukiman
kembali penduduk;

c. penyelamatan benda bersejarah; dan/atau

d. pemindahan satwa liar yang dilindungi dari
daerah genangan.

{2) Tata cara pelaksanaan kegiatan sebagaimana di-
maksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai den-
gan ketentuan peratutan perundang-undangan.

(3) Untuk pelaksanaan kegiatan pemindahan pen-
duduk dan/atau pemukiman kembali penduduk
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
harus diperhatikan pula hasil studi pemukiman
kembali penduduk sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 ayat (2).

{4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
harus selesai sebelum pengisian awal waduk. .

Pasal 41
Pelaksanaan konstruksi bendungan dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undan-
gan.

Pasal 42
{1} Selama pelaksanaan konstruksi, Pembangun
bendungan harus menyiapkan dokumen:
a. rencana pengisian awal waduk; |
b. rencana pengelolaan bendungan;
c. rencana pembentukan unit pengelola bendun-
gan; dan
d. rencana tindak darurat. ,
(2) Pada akhir pelaksanaan konstruksi, Pembangun
bendungan harus membuat laporan akhir pelak-
sanaan konstruksi bendungan.

Pasal 43
(1} Dalam hal bendungan dibangun untuk penampun-
gan limbah tambang, Pembangun bendungan ha-

rus menyiapkan dokumen:

a. rencana penempatan awal limbah tambang.
atau rencana penempatan bertahap;

b. pedoman pemeliharaan bendungan dan pola
pengisian limbah tambang serta pengeluaran
air;

c. rencana pembentukan unit pengelola bendun-

gan dan
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(2)

d. rencana tindak darurat.

Pembangun bendungan harus membuat laporan
akhir atau laporan bertahap pelaksanaan kon-
struksi bendungan penampung limbah tambang.

Pasal 44
Rencana pengisian awal waduk sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a, memuat:

a.
b.
C.

{1}

(2)

(3)

{4)

(5}

{3)

rencana pelaksanaan pengisian awal;
rencana pemantauan selama pengisian awal; dan
rencana pengawasan dan pengendalian.

Pasal 45

Rencana pengelolaan bendungan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1} huruf b, ditu-
jukan sebagai acuan dalam pelaksanaan operasi
dan pemeliharaan bendungan beserta waduknya.
Pembangunan bendungan yang ditujukan untuk
pengelolaan sumber daya air, rencana pengelo-
laan bendungan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), meliputi konservasi sumber daya air
pada waduk, pendayagunaan, dan pengendalian
daya rusak air.

Perencanaan untuk pengendalian daya rusak air
sebagaimana dimaksud pada ayat (2}, disusun
secara terpadu dan menyeluruh berdasarkan ren-
cana pengelolaan sumber daya air pada wilayah

sungat yang bersangkutan oleh Pembangun bend--

ungan.

Perencanaan pengendalian daya rusak air harus
diselaraskan dengan sistem peringatan dini di
wilayah sungai yang bersangkutan.

Dalam hal' pembangunan bendungan d|tu1ukan
untuk penampungan limbah tambang, rencana
pengelolaan bendungan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditujukan pula sebagai acuan untuk
pelaksanaan penempatan limbah tambang, dan
pengeiuaran air. '

Pasal 46

Rencana pengelolaan bendungan sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 42 ayat {1} huruf b, memuat
pedoman operasi dan pemeliharaan bendungan
beserta waduknya.

Pedoman operasi dan pemeliharaan bendingan
beserta waduknya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), paling sedikit memuat tata cara pen-
goperasian fasilitas bendungan dan pemeliharaan
bendungan beserta waduknya.

Pedoman operasi dan pemeliharaan bendungan

(4)

{6)

(1

{2)

(3)

4)

(5)

(6)

{(7)

(8)

(1)

beserta waduknya dapat ditinjau dan dievaluasi

paling sedikit 1 (satu) kali dalam waktu 5 (lima)

tahun.

Hasil peninjauan dan evaluasi sebagaimana di-

maksud pada ayat (3), menjadi dasar penyempur-

naan pedoman operasi dan pemeliharaan bendun-
gan beserta waduknya.

Penyusunan pedoman operasi dan pemeliharaan

bendungan beserta waduknya dilakukan sesuai

dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 47

Dalam ha! rencana pengelolaan bendungan seb-

agaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), di-

peruntukkan bagi bendungan pengelclaan sumber

daya air, rencana pengeleiaan bendungan dileng-
kapi dengan pola operasi waduk.

Pola operasi waduk sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dilengkapi:

a. lengkung batas operasi normal dawah yang
disusun berdasar data hidrologi tahun kering;
dan

b. lengkung batas operasi normal alas yang dis-
usun berdasar data hidrologi tahun basah.

Pola operasi waduk sebagaimana dirraksud pada

ayat {2), paling sedikit memuat tata cara penge-

luaran air dari waduk sesuai dengan kondisi vol-
ume dan/atau elevasi air waduk dan kebutuhan
air serta kapasitas sungai di hilir bendungan.

Pola operasi waduk sebagaimana dirnaksud pada

ayat (3), disusun oleh Pembangun bendungan

dengan memperoleh masukan teknis dari penge-
lola sumber daya air pada wilayah sungai yang
bersangkutan dan instansi terkait.

Bagi bendungan seri (cascade), penyusunan pola

operasi waduk dengan melibatkan pengelola

bendungan lain yang terletak dalam satu sungai
dengan bendungan yang bersangkutan.

Pola operasi waduk ditetapkan oleh Pengelola

bendungan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Berdasarkan pola operasi waduk sebagaimana

dimaksud ayat (6}, Pengelola bendungan menyu-

sun rencana tahunan operasi waduk,

Rencana tahunan operasi waduk :sebagaimana

dimaksud pada avat {7), disusun ol:h Pengelola

bendungan dengan memperoleh masukan teknis
dari pengelola sumber daya air pada wilayah sun-
gai yang bersangkutan dan instansi terkait.

Pasal 48 ‘
Dalam rencana pengelolaan bendunjan yang di-
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peruntukkan bagi penampungan limbah tambang
atau penampungan lumpur tidak diperiukan pola
gperasi waduk.

{2) Tata cara pengeluaran air dari waduk bagi bend-
ungan yang ditujukan untuk penampungan lim-
bah tambang atau penampungan lumpur, pen-
geluaran air dari waduk didasarkan atas kondisi
volume dan/atau elevasi air waduk.

Pasal 49

(1) Dalam penyusunan rencana pengelolaan bendun-
gan harus dilakukan pertemuan konsultasi publik.

(2) Rencana pengelolaan bendungan dan hasil per-
temuan konsultasi publik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dibahas dalam wadah koordinasi
pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai
bersangkutan untuk mendapatkan pertimbangan.

(3) Rencana pengelolaan bendungan vyang telah
mendapatkan pertimbangan sebagaimana dimak-
sud pada ayat {2), ditetapkan oleh Menteri, gu-
bernur, atau bupati/walikota sesuai dengan ke-
wenangannya.

(4) Dalam hal wadah koordinasi pengelolaan sum-
ber daya air wilayah sungai sebagaimana dimak-
sud pada ayat (2), tidak atau belum terbentuk,
rencana pengelolaan bendungan dapat langsung
ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/
walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 50

Untuk bendungan penampung limbah tam-
bang, rencana pengelolaan bendungan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b, ditetapkan
oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemer-
intahan di bidang lingkungan hidup setelah mendapat
rekomendasi dari Komisi Keamanan Bendungan dan
instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintah-
an di bidang pertambangan.

Pasal 51
Tata cara penyusunan rencana pengelolaan
bendungan dilakukan sesuai dengan pedoman yang
ditetapkan oleh Menteri dilakukan sesuai dengan pe-
doman yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 52
(1) Rencana pembentukan unit pengelola bendungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1)
huruf ¢ dan Pasal 43 ayat (1) huruf ¢, paling se-
dikit memuat:
a. susunan arganisasi;

b. uraian tugas;
c. kebutuhan sumber daya manusia; dan
d. sumber pendanaan.

{(2) Tata cara pembentukan unit pengelola bend-
ungan dilakukan sesuai dengan pedoman yang
ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 53

(1) Kesiapsiagaan tindak darurat.sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 2 ayat (4} huruf c, ditujukan
agar pengelola bendungan selalu siap menghada-
pi kondisi terburuk dari bendungan yang dikelo-
lanya.

(2) Untuk memenuhi kesiapsiagaan tindak darurat
sebagaimana dimaksud ayat (1), pengelola bend-
ungan melakukan:

a. penyusunan rencana tindak darurat;

b. penyiapan peralatan dan material untuk tindak
darurat;

c. pemutakhiran rencana tindak darurat sesuai
kondisi terkini;

d. penyiapan personil untuk pelaksanaan tindak
darurat; ;

e. sosialisasi terhadap unsur masarakatmas-
yarakat yang terpengaruh potensi kegagalan
bendungan; dan

f. sosialisasi terhadap pemerintah daerah
provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/
kota yang wilayahnya terpengaruh potensi
kegagalan bendungan.

Pasal 54

(1) Dalam menyusun rancangan rencana tindak daru-
rat, pembangun bendungan memperoleh masu-
kan teknis dari pengelola sumber daya air pada
wilayah sungai dan masukan dari unsur masyara-
kat yang terpengaruh terhadap potensi kegagalan
bendungan.

{2) Rancangan rencana tindak darurat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada unit
pelaksana teknis bendungan untuk memperoleh
saran teknis.

(3) Rancangan rencana tindak darurat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat
tindakan:’

-a. pengamanan bendungan; dan
b. penyelamatan masyarakat serta lingkungan.

(4) Rancangan rencana tindak darurat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), harus dilengkapi dengan
analisis keruntuhan bendungan.
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Pasal 55

(1) Rencana tindak darurat yang telah disusun se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1),
dikonsultasikan kepada bupati/walikota dan gu-
bernur yang wilayahnya terpengaruh potensi keg-
agalan bendungan untuk memperoleh persetu-
juan rencana penyelamatan masyarakat,

{2) Dalam hal pengaruh potensi kegagalan bendun-
gan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meli-
puti wilayah sungai lintas negara, rencana tindak
darurat dikonsultasikan kepada bupati/walikota
dan gubernur yang wilayahnya terpengaruh po-
tensi kegagalan bendungan serta Menteri.

Pasal 56
{1} Rencana tindak darurat hasil konsultasi seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 55, diajukan

oleh Pembang‘un bendungan kepada Pemilik -

bendungan untuk ditetapkan.

{2) Rencana tindak darurat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ditetapkan untuk setiap bendun-
gan.

Pasal 57

{1} Dalam hal pada satu daerah aliran sungai terdapat
lebih dari satu bendungan, rencana tindak darurat
untuk setiap bendungan harus merupakan satu
kesatuan rencana tindak darurat.

(2] Apabila suatu bendungan dibangun pada daerah
aliran sungai yang sudah terdapat bendungan, pe-
nyusunan rencana tindak darurat untuk bendun-
gan yang dibangun, selain mengikutsertakan in-
stansi teknis dan unsur masyarakat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), harus mengi-
kutsertakan Pengelola bendungan yang sudah
ada. -

{3) Rencana tindak darurat untuk bendungan yang
sudah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
harus disesuaikan agar menjadi satu kesatuan
dengan rencana tindak darurat bendungan lain-
nya.

(4). Apabila pada satu daerah aliran sungai dibangun
febih dari satu bendungan dalam waktu bersa-
maan, penyusunan rencana tindak darurat dilaku-
kan secara terkoordinasi antarpara Pembangun
benduhgan sehingga rencana tindak darurat se-
tiap bendungan menjadi satu kesatuan rencana
tindak darurat.

Pasal 58

{1) Tindakan pengamanan bendungan. sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 54 ayat {3) huruf a, dilaku-
kan dengan cara: ;

a." memberitahukan kepada pihak terkait dengan
bendungan;

b. mengoperasikan peralatan hidro-elektro me-
kanikal bendungan; dan

¢. melakukan upaya pencegahan keruntuhan
bendungan. '

(2) Tindakan pengamanan bendungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pengelola
bendungan. ]

(3) Tindakan penyelamatan masyarakat sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf b,
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan pe-
rundangundangan.

] Pasal 59 :

Rencana tindak darurat yang telah ditetap-
kan harus disosialisasikan oleh Pembangun bendun-
gan kepada unsur masyarakat yang terpengaruh po-
tensi kegagalan bendungan serta pemerntah daerah
provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang
wilayahnya terpengaruh potensi kegagalan bendun-
gan.

Pasal 60

{1) Pengelola bendungan harus meninjau kembali
rencana tindak darurat apabila terjadi perkem-
bangan. kondisi sumber daya air, lingkungan, dan
perkembangan keadaan sosial di hilir bendungan.

{2} Berdasarkan hasil peninjauan kembal sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1), rencana tindak daru-
rat diajukan oleh Pengelola bendungan kepada
Pemilik bendungan untuk ditetapkan.

Pasal 61
Tata cara penyusunan rencana tindak darurat
dilakukan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan
oleh Menteri.

Bacian Keenam
Pengisian /Awal Waduk
Pasal 62
[Eersambung]
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Bagian Keenam
Pengisian Awal Waduk
Pasal 62

Pengisian awal waduk dilakukan setelah pelaksa-
naan konstruksi bendungan selesai. '
Pengisian awal waduk sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), wajib dilakukan berdasarkan izin
pengisian awal waduk.
Permohonan-izin pengisian awal waduk diajukan
oleh Pembangun bendungan kepada Menteri dan
tembusannya disampaikan kepada Komisi Ke-
amanan Bendungan.
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
{3), harus memenuhi persyaratan administratif
dan persyaratan teknis.
Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (4}, meliputi dokumen:
a. permohonan izin pengisian awal waduk;
b. identitas Pembangun bendungan;
c. rencana pembentukan unit

bendungan;dan
d. izin atau persyaratan lain sesuai dengan ke-

tentuan peraturan perundang-undangan.
Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), berupa:
a. laporan akhir petaksanaan konstruksi;
b. laporan pelaksanaan penyiapan daerah genan-

gan waduk;
¢c. rencana pengisian awal waduk;
d. rencana pengelolaan bendungan; dan
e. rencana tindak darurat.
Dalam hal Pemilik bendungan merupakan badan
usaha, persyaratan administratif sebagaimana di-
maksud pada ayat {5}, ditambah dengan penyedi-
aan dana amanah untuk biaya pengelolaan pasca
penghapusan fungsi bendungan.

pengelola

Pasal 63
Komisi Keamanan Bendungan sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 62 ayat (3), melakukan pe-
nilaian terhadap persyaratan teknis berupa doku-
men sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat

{6).

(2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat
{1), harus disampaikan dalam bentuk rekomen-
dasi kepada Menteri paling lama 3 (tiga) bulan
sejak tembusan permohonan diterima.

Pasal 64
Berdasarkan rekomendasi dari Komisi Ke-
amanan Bendungan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 63 ayat {2), dalam jangka waktu paling lama
10 (sepuluh) hari, Menteri memberikan izin pengisian
awal waduk.

Pasal €5

(1) lzin pengisian awal waduk sebagaimana dimak-

sud dalam Pasal 64 péling sedikit memuat:
identitas Pembangun bendungan;
lokasi bendungan yang dibangun;

“jenis dan tipe bendungan yang dibangun;

rencana pengisian awal waduk;
ketentuan hak dan kewajiban; dan
data izin penggunaan sumber daya air.

(2) Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diterbit-
kannya izin pengisian awal waduk, Pembangun
bendungan wajib melaksanakan pengisian awal
waduk sesuai dengan rencana pengisian awal
waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hur-
uf d.

T e o o

: Pasal 66

(1} Berdasarkan izin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 64, Pembangun bendungan melakukan
pengisian awal waduk.

{2) Dalam waktu paling lambat 10 {sepuluh) hari se-
belum dilakukan pengisian awal waduk, Pemban-
gun bendungan memberitahukan tanggal pelak-
sanaan pengisian awal waduk kepada gubernur
atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangan-
nya.

Pasal 67
{1) Untuk bendungan penampung limbah tambang,
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(2)

{1)

(3)

A4)

(2)

izin penempatan awal limbah tambang diberikan
oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang lingkungan hidup setelah
mendapat rekomendasi dari Komisi Keamanan
Bendungan dan instansi yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pertambangan.
Dalam hal bendungan penampung limbah tam-
bang tidak memerlukan sumber daya air, izin pen-
empatan awal limbah tambang tidak memuat izin
penggunaan sumber daya air.

Pasal 68

Tata cara pemberian izin pengisian awal waduk
dan izin penempatan awal limbah tambang di-
lakukan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan
oleh Menteri.

Dana amanah sebagaimana dimaksud dalam Pas-
al 62 ayat (7), dilakukan sesuai dengan pedoman
yang ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordi-
nasi dengan menteri keuangan.

Pasal 69
Pengisian awal waduk dilaksanakan sesuai den-
gan rencana pelaksanaan pengisian awal waduk
sebagaimana dimaksud dalam Pasai 44 huruf a.
Sebelum pelaksanaan pengisian awal waduk
dimulai, Pembangun bendungan harus memberi
tahu masyarakat sekitar daerah genangan waduk
dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari.
Selama pengisian awal waduk, Pembangun bend-
ungan harus melakukan pemantauan, penga-
wasan, dan pengendalian sesuai dengan rencana
pengisian awal waduk sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 44.
Pelaksanaan pengisian awal waduk dilakukan
sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh
Menteri.

Bagian Ketujuh
Kerja Sama Pembangunan Bendungan

Pasal 70
Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi,
dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat
melakukan kerja sama pembangunan bendungan.
Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan dengan memperhatikan kepentingan
provinsi dan/atau kabupaten/kota dalam wilayah
sungai yang bersangkutan.

Pasal 71

{1

(2)

gan
kan

{1

(2)

(3)

(2)

Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi,
dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat
melakukan kerja sama pembangunan bendungan
dengan badan usaha.

Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dituangkan dalam perjanjian kerja sama pemban-
gunan bendungan sesuai dengan ketentuan per-
aturan perundang-undangan.

Pasal 72
Tata cara kerjasama pembangunan bendun-
dilakukan sesuai dengan pedoman yang ditetap-
oleh Menteri.

Bagian Kedelapan
Pembangunan Bendungan Lain
Pasal 73

Pembangunan bendungan’ selain bendungan se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2),
dilakukan sesuai dengan tahapan pernbangunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
Pembangunan bendungan sebagaimzna dimak-
sud pada ayat (1}, harus dilaporkan oleh Pemban-
gun bendungan kepada Menteri.
Persyaratan teknis, tata cara perizinan, persetu-
juan, dan pelaporan dalam pembangunan bend-
ungan Sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, di-
lakukan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan
oleh Mentert.

BAB IlI
PENGELOLAAN BENDUNGAN
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 74
Pengelolaan bendungan beserta waduknya un-
tuk pengelolaan sumber daya air ditujukan untuk
menjamin:
a. kelestarian fungsi dan manfaat bendungan be-

serta waduknya;

b. efektivitas dan efisiensi pemanfaatan air; dan
¢. keamanan bendungan.
Pengelolaan bendungan beserta waduknya seb-
agaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem
dan daya dukung lingkungan hidup.

Pasal 75

Pengelolaan bendungan untuk penampungan

limbah tambang dan penampungan lumpur mengikuti
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ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

(1)

{2)

(3}

(1)

(2}

(3)

(4)

{5)

{1

' Pasal 76
Pengelolaan bendungan beserta waduknya seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan Pasal 75
dapat berupa tahapan:
a. operasi dan pemeliharaan;
b. perubahan atau rehabilitasi; dan
c. penghapusan fungsi bendungan.
Pengelolaan bendungan sebagaimana dimaksud
pada ayat {1), diselenggarakan melalui kegiatan:
a. pelaksanaan rencana pengelolaan;
operasi dan pemeliharaan;
konservasi sumber daya air pada waduk;
pendayagunaan waduk; \
pengendalian daya rusak air melalui pengen-
dalian bendungan beserta waduknya; dan
f. penghapusan fungsi bendungan.
Kegiatan pengelolaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), dilaksanakan pada bendungan
beserta waduknya termasuk daerah sempadan
waduk.

oo o

Pasal 77
Pengelolaan bendungan beserta waduknya men-
jadi tanggung jawab Pemilik bendungan.

Dalam ha! Pemerintah Pusat sebagai Pemilik

- bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), dalam pengelolaan bendungan beserta
waduknya, Menteri menunjuk unit pelaksana tek-
nis yang membidangi sumber daya air atau badan
usaha milik negara sebagai Pengelola bendungan.,
Pengelola bendungan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), dalam melaksanakan pengelolaan
bendungan beserta waduknya, dibantu oleh unit
pengelola bendungan. '

Unit pengelola bendungan sebagaimana dimak-
sud pada ayat (3), ditetapkan oleh pemilik atau
pengelola bendungan.

Dalam hal Pengelola bendungan sebagalmana di-
maksud pada ayat {2}, merupakan badan usaha
milik negara, penetapan unit pengelola bendun-
gan dilakukan oleh direksi badan usaha milik neg-
ara.

: Pasal 78
Dalam hal pemerintah daerah provinsi atau
pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai Pemi-
lik bendungan, untuk pengelolaan bendungan be-
serta waduknya, gubernur atau bupati/walikota

(2)

(3)

(1)

{2)

(1

(2)

(3)

{4)

(5)

sesuai dengan kewenangannya menunjuk unit
pelaksana teknis daerah yang membidangi sum-
ber daya air atau badan usaha milik daerah seb-
agai Pengelola bendungan.

Pengelola bendungan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dalam melaksanakan pengelolaan
bendungan beserta waduknya, dlbantu oleh unit
pengelola bendungan. 5

Unit pengelola bendungan sebagaimana dimak-
sud pada ayat (2), ditetapkan oleh pemilik atau
pengelola bendungan.

Pasal 79

Dalam hal badan usaha sebagai Pemilik bend-
ungah, untuk pengelolaan bendungan beserta
waduknya, Pemilik bendungan menetapkan Pen-
gelola bendungan dan unit pengelola bendungan.
Pemilik bendungan bertanggung jawab terhadap
pengelolaan bendungan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

Pasal 80
Pemilik bendungan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 78 ayat (1), yang menghentikan pengelolaan
bendungan beserta waduknya harus menyerah-
kan pengelolaan bendungan beserta waduknya
kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota
sesuai dengan kewenangannya.
Dalam hal Pemilik bendungan sebagaimana di-
maksud pada ayat (1), tidak menyerahkan pen-
gelolaan sampai dengan 6 {(enam} bulan terhitung
sejak pengelolaan bendungan dihentikan, Men-
teri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai den-
gan kewenangannya mengambil alih pengelolaan
bendungan.
Pemilik bendungan sebagaimana dimaksud pada
ayat {1} dan ayat (2), harus menyediakan biaya
pengelolaan bendungan sampai dengan berakh-
irnya umur layan bendungan.
Jumlah biaya pengelolaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), ditetapkah oleh Menteri, gubernur,
atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangan-
nya dan berpedoman pada peraturan perundang-
undangan.
Dalam hal sampai dengan berakhirnya umur
layan bendungan, Pemilik bendungan tidak me-
nyediakan biaya pengelolaan, bendungan beserta
waduknya diambil alih oleh Menteri, gubernur,
atau bupati/walikota sesuai dengan kewénangan-
nya dan berdasarkan ketentuan peraturan perun-




dang-undangan.

Pasal 81

(1) Unit pengelola bendungan sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 77 ayat (3), Pasal 78 ayat {2),
dan Pasal 79 ayat (1), mempunyai tugas untuk
melaksanakan pengelolaan bendungan beserta
waduknya.

(2) Unit pengelola bendungan sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala unit pen-
gelola bendungan.

(3} Kepala unit pengelola bendungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi per-
syaratan:

a. memiliki sertifikat keahlian bidang bendun-
gan yang dikeluarkan oleh lembaga yang ber-
wenang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan |

b. memiliki kompetensi dalam pengelolaan bend-
ungan beserta waduknya.

{4} Persyaratan dan prosedur pembentukan unit pen-
gelola bendungan dilakukan sesuai dengan pedo-
man yang ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Bendungan
Pasal 82
Pelaksanaan rencana pengelolaan bendungan
dilakukan sesuai dengan rencana pengelolaan bend-
ungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat
{1} huruf b.

Pasal 83

(1} Pelaksanaan rencana pengelolaan bendungan di-
lakukan dengan memperhatikan kondisi sumber
daya air dan lingkungan hidup.

(2) Dalam hal bendungan untuk pengelolaan sumber
daya air, pelaksanaan rencana pengelolaan bend-
ungan didasarkan pada:

a. ketersediaan sumber daya air;
b. kebutuhan air;

c. pengendalian banjir; dan/atau
d. kebutuhan daya air.

{3) Dalam hal bendungan untuk penampungan lim-
bah tambang atau penampungan lumpur, pelak-
sanaan rencana pengelolaan bendungan didasar-
kan pada:

a. jenis limbah tambang atau jenis lumpur;: dan
b. volume limbah tambang atau volume lumpur
per satuan waktu.
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Bagian Ketiga
Operasi dan Pemeliharaan
Pasal 84
Operasi dan pemeiiharaah bendungan beserta

waduknya terdiri atas:

a. operasi dan pemeliharaan bendungan;

b. pemeliharaan waduk; dan

¢. pemantauan bendungan;

Pasal 85
{1) Operasi dan pemeliharaan bendungan sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 84 huruf a, dimaksud-

kan untuk:
a. mengoptimalkan pendayagunaan air dan daya
air; dan

b. menjaga keamanan bendungan.

(2) Operasi dan pemeliharaan bendunjan untuk
bendungan penampung limbah tambang dituju-
kan untuk menjaga keamanan bendungan.

Pasal 86

(1) Operasi bendungan sebagaimana dima'csud dalam
Pasal 84 huruf a, dilakukan dengan mengatur ke-
luaran air waduk guna pemenuhan kebutuhan
air di hilir, pengendalian banjir, dan pengamanan
bendunganpada keadaan darurat atau luar biasa.

(2) Operasi bendungan sebagaimanan dimaksud
pada ayat (1), meliputi:

a. operasi normal, untuk memenuhi kebutuhan
air dihilir;

b. operasi banjir, untuk pengendalian muka air
banjir di waduk dan pengendalian banjir dae-
rah hilir; dan

¢. operasi darurat, untuk penurunan muka air
waduk secara cepat pada kondisi darurat.

{3) Dalam hal terjadi keadaan darurat atau situasi
luar biasa, operasi bendungan beserta waduknya
diutamakan untuk tujuan keamanan bendungan
dan keselamatan lingkungan hidup.

Pasal 87
(1) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pas-
al 84 huruf a, meliputi:

a. pemeliharaan pencegahan, ditujukan untuk
mencegah terjadinya kerusakan dan kemun-
duran mutu bendungan dan bangunan peleng-
kapnya, serta memperpanjang umur manfaat.

b. pemeliharaan luar biasa, dilakukar berdasar
kebutuhan diluar jadwal pemeliharaan yang
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(2)

(3)

(1

telah ditetapkan, ditujukan untuk perbaikan
kerusakan yang disebabkan oleh kemunduran
mutu, banjir, gempa bumi, kemacetan pera-
latan, kegagalan (struktural, hidrolis, rembe-
san, aperasi, dll), vandalisme, dan lain seb-
againya.

Pemeliharaan pencegahan sebagaimana dimak-

sud ayat (1) huruf a, dilakukan:

a. secara rutin (pemeliharaan rutin}; dan

b. secara berkala atau terjadwal (pemeliharaan
berkala).

Pemeliharaan luar biasa sebagaimana dimaksud

ayat {1) huruf b, meliputi:

a. pekerjaan perbaikan (repair, remedial work);

b. pekerjaan perkuatan; dan

¢. rehabilitasi.

Pasal 88
Pemeliharaan waduk sebagaimana dimaksud
'dalén] Pasal 84 huruf b, dimaksudkan untuk:
a. mempertahankan fungsi waduk sesuai den-
gan umur layan;
b. menjaga kuantitas dan kualitas air waduk;
dan
c¢. menjaga keamanan bendungan.
Pemeliharaan waduk untuk waduk penampung
limbah tambang dimaksudkan untuk pengamanan
tampungan limbah tambang.

Pasal 89
Pemantauan bendungan sebagaimana dimak-

sud dalam Pasal 84 huruf ¢, dilakukan dengan tujuan
untuk mengetahui gejala permasalahan pada bendun-
gan secara dini guna pengambilan tindakan oleh pen-
gelola bendungan secara cepat dan tepat.

(1)

(2)

Pasal S0 |
Dokumen laporan akhir pelaksanaan konstruksi
yang dibuat oleh pembangun bendungan dipergu-
nakan sebagai salah satu acuan dalam pelaksa-
naan operasi dan pemeliharaan bendungan.
Dalam hal bendungan untuk penampungan lim-
bah tambang, dokumen laparan akhir atau lapo-
ran bertahap pelaksanaan konstruksi yang dibuat
oleh pembangun bendungan digunakan sebagai
salah satu acuan dalam pelaksanaan operasi dan
pemeliharaan bendungan.

Pasal 91

{1) Pelaksanaan operasi bendungan waijib dilakukan

(3)

(4)

(5)

(1}

{2}

(3)

{4)

(5)

berdasarkan izin operasi bendungan yang dikelu-
arkan oleh Menteri.
Izin operasi bendungan sebagaimana dimaksud

‘pada ayat {1), diberikan berdasarkan permohonan

yang diajukan oleh Pengelola bendungan.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), harus memenuhi pérsyaratan administratif

dan persyaratan teknis.

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), meliputi dokumen:

a. permohonan izin operasi bendungan;

b. identitas Pengelola bendungan;

c. keputusan pembentukan unit pengelola bend-
ungan; dan

d. izin atau persyaratan lain sesuai dengan ke-
tentuan peraturan perundang-undangan.

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), berupa:

a. data teknis bendungan;

b. laporan pengisian awal waduk;

c. laporan analisis perilaku bendungan;

d. pedoman operasi dan pemeliharaan bendun-
gan beserta waduknya; dan '

e. laporan kejadian khusus selama pengisian
awal waduk.

Pasal 92
Menteri melakukan penilaian terhadap permo-
honan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91
ayat (2).
Menteri dalam melakukan penilaian terhadap sub-
stansi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), menunjuk Komisi Keamanan Bend-
ungan untuk melakukan penilaian dan memberi-
kan rekomendasi.
Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2},
dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3
{tiga) bulan.-
Dalam hal berdasarkan hasil penilaian sebagaima-
na dimaksud pada ayat (2), persyaratan teknis
pengoperasian' bendungan belum dipenuhi, Pen-
gelola bendungan harus memperbaiki persyaratan
teknis pengoperasian dan menyampaikan kem-

bali perbaikan persyaratan teknis kepada Menteri

dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan
sejak permohonan izin dikembalikan kepada Pen-
gelola bendungan,

Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), atau dokumen perbaikan sebagaimana
dimaksud pads ayat (4}, telah memenuhi per-
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syaratan teknis, Menteri memberikan izin operasi
bendungan.

Pasal 93
Izin operasi bendungan paling sedikit memuat:
a. identitas Pengelola bendungan;
lokasi bendungan yang dibangun;
maksud dan tujuan pembangunan bendungan;
jenis dan tipe bendungan yang dibangun;

D

serta waduknya; dan
f. ketentuan hak dan kewajiban,

Pasal 94

Dalam hal bendungan untuk penampungan
limbah tambang, izin operasi bendungan diberikan
oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemer-
intahan di bidang lingkungan hidup setelah mendapat
rekomendasi dari Komisi Keamanan Bendungan dan
instansi yang menyelenggarakan: urusan pemerintah-
an di bidang pertambangan.

Pasal 95

{1) Operasi dan pemeliharaan bendungan beserta
waduknya dilakukan sesuai dengan rencana
pengelolaan bendungan: sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 42 ayat (1} huruf b.

(2) Operasi dan pemeliharaan bendungan beserta
waduknya ditujukan untuk memfungsikan dan
merawat bendungan beserta waduknya termasuk
memantau volume waduk agar terjaga keamanan
dan fungsinya. :

(3) Untuk bendungan pengelolaan sumber daya air,
pemantauan volume waduk sebagaimana dimak-
sud pada ayat {2), dilakukan dengan pencatatan
tinggi muka air waduk, dan pengukuran sedimen-
tasi waduk. |

(4] Pengukuran sedimentasi waduk sebagaimana di-
maksud pada ayat (3), dilakukan paling sedikit 1
{satu) kali dalam & (lima) tahun.

Pasal 26

(1) Operasi dan pemeliharaan bendungan beserta
waduknya harus dilakukan setiap saat.

{2) Dalam hal terjadi situasi luar biasa, operasi dan
pemeliharaan bendungaﬁ beserta waduknya diu-
tamakan untuk tujuan keamanan bendungan dan
keselamatan lingkungan hidup.

Pasal 97

rencana operasi dan pemeliharaan bendungan be-

Pelaksanaan operasi dan pemefiharaan bend- |

ungan beserta waduknya untuk bendungan penge-
lolaan sumber daya air harus sesuai dengan pedo-
man operasi, dan pemeliharaan bendungan beserta
waduknya serta pola operasi waduk.

Pasal 98
. Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan bend-
ungan beserta waduknya untuk bendungan penam-
pung limbah tambang atau penampung lumpur harus
sesuai dengan pedoman operasi dan pemeliharaan
bendungan beserta waduknya dan tata cara pengelu-
aran air dari waduk.’

Pasal 99
Tata cara pemberian izin operasi bendungan
serta pelaksanaan operasi dan pembeliharaan bendun-
gan beserta waduknya dilakukan sesuai dengan pedo-
man yang ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Keempat
Konservasi Sumber Daya Air pada Waduk
Paragraf 1
Umum
Pasal 100
{1} Konservasi sumber daya air pada waduk untuk
pengelolaan sumber daya air ditujukan untuk
menjaga kelangsungan keberadaan, daya du-
kung, daya tampung, dan fungsi sumber daya air
pada waduk.
(2) Untuk mencapai tujuan konservasi sumber daya
air pada waduk sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan kegiatan:
a. perlindungan dan pelestarian waduk;
b. pengawetan air; dan
c. pengelolaan kualitas air dan pengendalian
pencemaran air.

Paragraf 2
Perlindungan dan Pelestarian Waduk
Pasal 101
(1} Perlindungan dan pelestarian waduk sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 100 ayat (:2) huruf a,
bertujuan untuk menjaga waduk agar terpelihara
keberadaan, keberlanjutan serta menjaga fungsi
waduk terhadap kerusakan atau gangguan yang
disebabkan, baik oleh daya alam maupun tinda-
kan manusia.
(2) Perlindungan dan pelestarian waduk sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan
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cara menetapkan dan mengelola kawasan lindung

waduk, vegetatif, dan/atau rekayasa teknik sipil

melalui pendekatan sosial, ekonomi, dan budaya

masyarakat sekitar.

{3) Perlindungan dan pelestarian waduk sebagaima-
" " na dimaksud pada ayat (1}, dilakukan melalui:

a. pemeliharaan kelangsungan fungsi “daerah
tangkapan air; ¥

b. pengawasan penggunaan iahan pada daerah
tangkapan air;

c. pembuatan bangunan pengendali erosi dan
sedimentasi;

d. pengendalian pemanfaatan ruang pada
waduk;

e. pengendalian pengolahan tanah "pada ka-
wasan hulu waduk; ’

f. pengaturan daerah sempadan waduk; dan

g. peningkatan kesadaran, partisipasi, dan pem-
berdayaan pemilik kepentingan dalam peles-
tarian waduk dan lingkungannya.

Pasal 102

(1) Pemeliharaan kelangsungan fungsi daerah tang-
kapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal
101 ayat (3) huruf a, dilakukan pada kawasan
hulu waduk.

{2) Dalam pemeliharaan kelangsungan fungsi daerah
tangkapan air, Menteri, gubernur, atau bupati/
walikota sesuai dengan kewenangannya mene-

tapkan:
a. kawasan yang berfungsi sebagai daerah tang-
kapan air;

b. norma, standar, dan prosedur pelestarian
fungsi daerah tangkapan air;’

c. tata cara pengelolaan kawasan daerah tang-
kapan air;

d. penyelenggaraan program pelestarian fungsi
daerah tangkapan air; dan

e. pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian
fungsi daerah tangkapan air.

{3) Dalam hal Pemilik bendungan merupakan badan
usaha, penyelenggaraan program petestarian
fungsi daerah tangkapan air dan pemberday-
aan masyarakat dalam pelestarian fungsi daerah
tangkapan air sebagaimana dimaksud pada ayat
{2) huruf d dan huruf e, dilakukan oleh Pemilik
bendungan. ]

(4} Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimak-
sud pada ayat {3), Pemilik bendungan dapat me-
minta bantuan kepada Menteri, gubernur, atau

(m

(2)

(3)

{4)

(1)

(2)

{3)

bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya
untuk mengoordinasikan penyelenggaraannya.

Pasal 103
Pengawasan penggunaan lahan pada daerah
tangkapan air sebagaimana dimaksud dalam Pas-
al 101 ayat (3) huruf b, dilakukan oleh menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
yang terkait dengan bidang sumber daya air, gu-
bernur, atau bupati/walikota sesuai dengan ke-
wenangannya.
Dalam hal Pemilik bendungan merupakan badan
usaha, pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilakukan oleh menteri yang meny-
elenggarakan urusan pemerintahan yang terkait
dengan bidang sumber daya air, gubernur, atau
bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya
serta Pemilik bendungan.
Dalam ha! bendungan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dimiliki oleh badan usaha, Pemilik
bendungan melakukan pemantauan penggunaan
lahan pada daerah tangkapan air.
Apabila dari hasil pemantauan sebagaimana di-
maksud pada ayat {3), menunjukkan terjadinya
perubahan penggunaan lahan pada daerah tang-
kapan air, Pemilik bendungan harus melaporkan
kepada menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan yang terkait dengan bidang sumber |

daya air, gubernur, atau bupati/walikota sesuai
dengan kewenangannya.

Pasal 104
Pembuatan bangunan pengendali erosi dan sedi-
mentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101
ayat (3) huruf ¢, menjadi tanggung jawab Men-
teri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai den-
gan kewenangannya.
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai
dengan kewenangannya menetapkan:
a. lokasi bangunan pengendali erosi dan sedi-
mentasi;
b. pelaksanaan pembangunan pengendali erosi
dan sedimentasi; dan
¢. pemberdayaan masyarakat dalam rangka
pembangunan pengendali erosi dan sedimen-
tasi.
Dalam hal Pemilik bendungan merupakan badan
usaha, pelaksanaan pembangunan pengendali
erosi dan sedimentasi serta pemberdayaan ma-
syarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
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(4)

(1)

{4)

(5)

(6}

huruf b dan huruf ¢, dilakukan oleh Pemilik bend-
ungan.

Dalam pelaksanaan pembangunan pengendali
erosi dan sedimentasi serta pemberdayaan ma-
syarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3},
Pemilik bendungan dapat meminta bantuan kepa-
da Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai
dengan kewenangannya untuk mengoordinasikan
penyelenggaraannya.

Pasal 105
Fengendalian pemanfaatan ruang pada waduk se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3)
huruf d, meliputi daerah genangan waduk dan
daerah sempadan waduk .
Dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang
pada waduk sebagaimana dimaksud pada ayat
{1), Menteri, gubernur, atau bupati/walikota ses-
uai dengan kewenangannya menetapkan:
a. pemanfaatan ruang pada waduk;
b. pengelolaan ruang pada waduk; dan
c. pemberdayaan masyarakat dalam pengenda-
" lian pemanfaatan ruang' pada waduk.
Pemanfaatan ruang pada daerah genangan waduk
hanya dapat dilakukan untuk:
a. kegiatan pariwisata;
b. kegiatan olahraga; dan/atau
c. budi daya perikanan. °
Pemanfaatan ruang pada daerah
waduk hanya dapat dilakukan untuk:
a. kegiatan penelitian;
b. kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan;
dan/atau '
c. upaya mempertahankan fungsi daerah sem-
padan waduk,
Penggunaan ruang di daerah sempadan waduk
dilakukan dengan memperhatikan: ’
a. fungsi waduk agar tidak terganggu oleh akti-
vitas yang berkembang di sekitarnya;
b. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya setiap
daerah; dan
¢. daya rusak air waduk terhadap lingkungan-
nya.
Pemanfaatan ruang pada daerah genangan
waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan
daerah sempadan waduk sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), hanya dapat dilakukan berdasar-
kan izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/wa-
likota sesuai dengan kewenangannya setelah
mendapat rekomendasi dari unit pelaksana teknis

sempadan

(7)

(8)

{9)

1)

(1)

(2)

(1)

(2)

vang membidangi sumber daya air pada Wiléyah

sungai yang bersangkutan.

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai

dengan kewenangannya menyelenggarakan pen-

gawasan dan pemantauan pemanfaatzn ruang.

Pemanfaatan ruang untuk budi daya perikanan

sebagaimana dimaksud pada ayat (Z) huruf c,

dengan menggunakan karamba atau jaring apung

harus berdasarkan hasil kajian yang dilakukan

oleh Pengelcla bendungan.

Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat

(8}, paling sedikit meliputi substansi:

a. fungsi-sumber air;

b. daya tampung waduk;

¢. daya dukung lingkungan; dan

d. tingkat kekokohan/daya tahan striktur bend-
ungan beserta bangunan pelengkapnya.

Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat {8)

dan ayat (9) sebagai dasar dalam pemberian izin

pemanfaatan ruang untuk budi daya perikanan

dengan menggunakan karamba atau jaring apung.

Persyaratan dan tata cara- permohcnan serta

pengkajian pemanfaatan ruang pada waduk di-

lakukan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan

.oleh Menteri.

Pasal 106

Dalam hal Pemilik bendungan merupakan badan
usaha, pelaksanaan kegiatan pengembiangan ilmu
pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
105 ayat (4) huruf b, serta upaya memoertahank-
an fungsi daerah sempadan waduk sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 105 ayat (4} huruf ¢, di-
lakukan oleh Pemilik bendungan.

Pelaksanaan kegiatan oleh Pemilik bendungan se-
bagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasi-
kan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota
sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 107
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai
dengan kewenangannya menyelenggaiakan pen-
gendalian pengolahan tanah pada kawasan hulu
waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101
ayat (3) huruf e.
Penyelenggaraan pengendalian pengolahan tanah
pada kawasan hulu waduk sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
a. pencegahan kelongsoran;

‘b. pengendalian laju erosi tanah;




(3}

{4}

(5)

(6)

{1)

(2)

c. pengendalian tingkat sedimentasi pada
waduk; dan/atau

d. peningkatan peresapan air ke dalam tanah.

Pengendalian pengolahan tanah sebagaimana di-

maksud pada ayat (2}, dilakukan dengan mem-

perhatikan kaidah konservasi dan fungsi lindung

sesuai dengan’ ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Kaidah konservasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), meliputi:

a. perlindungan sistem penyangga kehidupan;

b. pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan
dan satwa beserta ekosistemnya; dan

¢. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam
hayati dan ekosistemnya.

Dalam hal Pemilik bendungan merupakan -badan

usaha, pelaksanaan kegiatan sebagaimana di-

maksud pada ayat (2), dilakukan oleh Pemilik

bendungan.

Pelaksanaan kegiatan oleh Pemilik bendungan se-

bagaimana dimaksud pada ayat (5), dikoordinasi-

kan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota

sesuai dengah kewenangannya.

Pasal 108
Pengaturan daerah sempadan waduk sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 101 ayat {3) huruf f,
merupakan pengaturan kawasan perlindungan
waduk.
Kawasan perlindungan waduk sebagaimana di-

_ maksud pada ayat (1), meliputi ruang antara garis

(3}

(2)

(3)

(2]

muka air waduk tertinggi dan garis sempadan
waduk.
Garis sempadan waduk sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), merupakan batas luar perlindungan
waduk.

Pasai 109

Garis sempadan waduk ditetapkan oleh Menteri,
gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan ke-
wenangannya berdasarkan usulan dari Pengeiola
bendungan.
Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ha-
rus didasarkan pada kriteria penetapan garis sem-
padan waduk. :
Kriteria penetapan garis sempadan waduk seb-
agaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
a. karakteristik waduk, dimensi waduk, morfolo-

gi waduk, dan ekologi waduk;
b. operasi dan pemeliharaan bendungan beserta

PenggUnaan atau pengusahaan air dan/atau daya
air pada waduk sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan berdasarkan pedoman operasi dan
pemeliharaan bendungan beserta waduknya ter-
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4)

(1)

(2)

(31

waduknya; dan
c. tinggi jagaan bendungan.
Tata cara penetapan garis sempadan waduk dan
pemanfaatan daerah sempadan waduk termasuk
sabuk hijau waduk dilakukan sesuai dengan pe-
doman yang ditetapkan oleh Menteri.

.Pasal 110
Dalam rangka mempertahankan fungsi daerah
sempadan waduk, Menteri, gubernur, atau bu-
pati/walikota sesuai dengan kewenangannya
menyelenggarakan pengawasan dan pemantau-
an pelaksanaan pengaturan daerah sempadan
waduk. :
Dalam hal Pemilik bendungan merupakan badan
usaha, penyelenggaraan pengawasan dan peman-
tauan pengaturan daerah sempadan waduk seb-
.agaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh
Pemilik bendungan.
Penyelenggaraan oleh Pemilik bendungan seb-
agaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasi-
kan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota
sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 111
Untuk mempertahankan kawasan perlindun-

gan waduk, setiap orang dilarang:

(1)

(2)

membuang air limbah yang tidak memenuhi baku

. mutu, limbah padat, dan/atau limbah cair; dan/

atau

mendirikan bangunan dan memanfaatkan lahan
yang dapat mengganggu aliran air, mengurangi
kapasitas tampung waduk, atau tidak sesuai den-
gan peruntukannya.

Pasal 112
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai
dengan kewenangannya melakukan upaya pen-
ingkatan kesadaran, partisipasi, dan pemberday-
aan pemilik kepentingan'dalam pelestarian waduk
dan lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 101 ayat (3) huruf g.
Dalam hal Pemilik bendungari merupakan badan
usaha, upaya peningkatan kesadaran, partisipasi,
dan pemberdayaan pemilik kepentingan dalam
pelestarian waduk dan lingkungannya sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3} huruf g,
dilakukan oleh Pemilik bendungan.

Paragraf 3

nya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(5} Tata cara pengajuan permchonan pengusahaan
kawasan bendungan beserta waduknya dilaku-

29




Pengawetan Air
Pasal 113

(1) Pengawetan air pada waduk sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 100 ayat (2) huruf b, ditujukan
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berada di dalam waduk sebagaimanz dimaksud
pada ayat (1), dilakukan oleh Pengelola bendun-

gan melalui kegiatan:

a. pencegahan masuknya pencemar ke dalam
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kan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan
oleh Menteri.

Bagian Keenam
Pengendalian Daya Rusak Air
Pasal 125

{1} Pengendalian daya rusak air melalui pengendalian
bendungan beserta waduknya meliputi:

a. pengendalian terhadap keutuhan fisik dan ke-
amanan bendungan; dan JDIH Kementerian
PUPR E

b. pengendalian terhadap fungsi bendungan be-
serta waduknya.

(2} Pengendalian daya rusak air sebagaimana dimak-
sud pada ayat {1}, dilakukan berdasarkan perin-
gatan dini pada wilayah sungai yang bersangku-
tan.

Pasal 126

(1) -Pengendalian daya rusak air sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 125 ayat (1), terutama dilakukan
dengan mengurangi besaran banjir agar daya ru-
sak air terkendali.

{2} Pengendalian daya rusak air dilakukan dengan
cara mengatur pembukaan dan penutupan pintu
bendungan.

(3} Pembukaan pintu bendungan sebagaimana di-
maksud pada ayat (2), ditujukan untuk mengatur
pelepasan air guna pengendalian daya rusak air
pada kawasan hilir.

{4) Pelepasan air sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), harus tetap memperhatikan keperluan pence-
gahan kegagalan bendungan terkait ruang waduk
untuk pengendalian banjir.

(5} Pembukaan dan penutupan pintu bendungan se-
bagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan
berdasarkan pedoman operasi bendungan pada
bendungan yang bersangkutan.

Pasal 127
Dalam hal pelepasan air sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 126 ayat {4}, pada bendungan untuk
penampungan limbah tambang, air yang akan dialir-
kan ke perairan umum harus memenuhi baku mutu
air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
di bidang lingkungan hidup.

Pasal 128
Pengendalian daya rusak air yang dilakukan
karena terjadinya kegagalan bendungan, pelaksanaan-
nya harus berdasarkan rencana tindak darurat dan

pedoman operasi bendungan pada bendurgan yang
bersangkutan.

Bagian Ketujuh
Perubahan atau Rehabilitasi
Pasal- 129

(1} Perubahan bendungan ditujukan untuk keamanan
bendungan dan meningkatkan fungsi bendungan.

(2} Perubahan bendungan dilakukan dengan cara

_ melakukan perubahan struktur bendungan.

{3) Dalam hal diperlukan perubahan bendungan un-
tuk tindakan pengamanan bendungan, Pengelola
bendungan wajib melakukan perubahan struktur
bendungan.

{4) Dalam hal diperlukan peningkatan fungsi bendun-
gan, Pengelola bendungan dapat melakukan pe-
rubahan struktur bendungan.

Pasal 130

(1) Dalam melakukan perubahan struktur bendungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (2},
Pengelola bendungan harus terlebih dahulu mem-
peroleh persetujuan desain perubahan bendungan
dari Menteri.

(2) Persetujuan desain perubahan sebagaimana di-
maksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan
permohonan dari Pengelola bendungan dan reko-
mendasi dari Komisi Keamanan Bendungan.

Pasal 131

{1) Rehabilitasi bendungan merupakan tindakan per-
baikan yang meliputi perekayasaan, pelaksanaan
perbaikan, dan uji perilaku bendungan yang men-
galami kerusakan.

(2) Dalam hal diperlukan tindakan pengamanan bend-
ungan, Pengelola bendungan wajib melakukan re-
habilitasi bendungan.

{3) Dalam melakukan rehabilitasi bendungan seb-
agaimana dimaksud pada ayat (2), Pengelola
bendungan harus terlebih dahulu memperoleh
persetujuan desain rehabilitasi dari Menteri.

{4) Persetujuan desain rehabilitasi sebagaimana di-
maksud pada ayat (3), diberikan berdasarkan
permohonan dari Pengelola bendungan dan reko-
mendasi dari Komisi Keamanan Bendungan.

Pasal 132
{1} Pelaksanaan perubahan bendungan sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 129 dan pelaksanaan
rehabilitasi’ bendungan sebagaimana dimaksud
datam Pasal 131, dilakukan setelah memperoleh
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izin perubahan atau izin rehabilitasi bendungan
dari Menteri.

(2) lzin perubahan atau izin rehabilitasi bendungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan
berdasarkan permohonan dari Pengelola bendun-
gan.

{3} Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), harus memenuhi persyaratan administratif
dan persyaratan teknis.

(4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), meliputi dokumen:

a. surat permohonan izin perubahan atau izin re-
habilitasi bendungan; y

b. identitas Pengelola bendungan; dan

c. izin atau persyaratan lain sesuai dengan ke-
tentuan peraturan perundang-undangan.

(b) Persyératan teknis sebagaimana dimaksud pada
ayat {1), berupa dokumen:

a. persetujuan desain perubahan bendungan
atau persetujuan desain rehabilitasi bendun-
gan; dan .

b. dokumen pengelolaan lingkungan hidup.

(6) Berdasarkan permohonan izin perubahan atau re-
habilitasi bendungan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Menteri memberikan izin atau menolak
permohonan izin dalam jangka waktu paling lam-
bat 6 {enam) bulan sejak dokumen persyaratan
lengkap.

{7) Penolakan permohonan izin perubahan atau izin
rehabilitasi bendungan sebagaimana dimaksud
pada ayat {6), harus disampaikan secara tertulis
‘disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 133
Izin perubahan atau izin rehabilitasi bendun-
gan untuk bendungan penampung limbah tambang,
diberikan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi
teknis dari instansi yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan di bi-
dang pertambangan.

Pasal 134
{1) lzin perubahan atau izin rehabilitasi bendungan
paling sedikit memuat:
a. identitas Pengelola bendungan;
b. lokasi bendungan yang akan dilakukan pe-
" rubahan atau rehabilitasi bendungan;
c. jenis dan tipe bendungan yang akan dilakukan
perubahan atau rehabilitasi bendungan;
d. gambar dan spesifikasi teknis;
e.. jadwal pelaksanaan perubahan atau rehabili-

ERATURIL PEAERNTAT

tasi bendungan;
f. metode pelaksanaan perubahan atau rehabili-
; tasi bendungan;
g. ketentuan hak dan kewajiban; dan
h. jangka waktu berlakunya izin.

(2) Dalam jangka waktu 3 {tiga) tahun sejak diterbit-
kannya izin perubahan atau izin rehabilitasi bend-
ungan, Pengelola bendungan wajib melaksanakan
perubahan atau rehabilitasi bendungan sesuai
dengan jadwal pelaksanaan perubahan atau reha-
bilitasi bendungan.

(3) Dalam hal terjadi keadaan tertentu yang mengaki-

batkan perubahan atau rehabilitasi bendungan ti-
dak dapat dipenuhi sesuai dengan jadwal pelak-
sanaan perubahan atau rehabilitasi bendungan,
pemberi izin dapat memberikan perpanjangan
waktu izin perubahan atau izin rehabilitasi bend-
ungan.

Pasal 135

* Pelaksanaan perubahan atau rehabilitasi bend-
ungan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan. Pasal 136 Tata cara peruba-
han atau rehabilitasi bendungan dan pemberian izin
perubahan atau izin rehabilitasi bendungan dilakukan
sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Men-
teri.

Bagian Kedelapan
Penghapusan Fungsi Bendungan
Pasal 137

(1) Bendungan yang tidak mempunyai manfaat lagi
atau terjadi kegagalan bendungan yang mengan-
cam keselamatan masyarakat, Pemilik bendun-
gan wajib melakukan penghapusan fungsi bend-
ungan.

(2) Penghapusan fungsi bendungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara
membaongkar bendungan oleh Pemilik bendun-
gan. . _

(3) Dalam hal Pemilik bendungan sebagaimana di-
maksud pada ayat (2), tidak melaksanakan pem-
bongkaran bendungan, pembongkaran bend-
ungan dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

{4) Biaya untuk pelaksanaan pembongkaran bendun-
gan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), men-
jadi tanggung jawab Pemilik bendungan.

Pasal 138
{1) Dalam hal pembongkaran bendungan sebagaima-
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na dimaksud dalam Pasal 137 ayat (2), dapat me-
nimbulkan bahaya terhadap keamanan dan keles-
tarian fungsi lingkungan, baik di sekitar kawasan
bendungan maupun hilir bendungan, Pemilik
bendungan wajib mempertahankan fisik bendun-
gan. .

(2) Dalam mempertahankan fisik bendungan se-
bagaimana dimaksid pada ayat (1), Pemilik
bendungan wajib menjaga, memelihara, dan
mempertahankan keamanan bendungan serta
lingkungannya.

Pasal 139

{1} Penghapusan fungsi bendungan sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 137 ayat {2) dan Pasal 138
ayat (1), dilakukan berdasarkan izin penghapusan
fungsi bendungan dari Menteri,

(2) 1zin penghapusan fungsi bendungan sebagaimana
dimaksud pada ‘ayat (1), diberikan berdasarkan
rekomendasi dari Komisi Keamanan Bendungan
dan instansi terkait lainnya.

Pasal 140

(1) Dalam hal fungsi bendungan telah dihapus, Pemi-
lik bendungan bertanggung jawab terhadap baha-
ya yvang ditimbulkan akibat penghapusan fungsi
bendungan.

(2) Dalam pelaksanaan tanggung jawab sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1), Pemilik bendungan
wajib menyelenggaraan pengelolaan pasca peng-
hapusan fungsi bendungan.

Pasal 141
Dalam hal bendungan yang dihapus fungsinya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (2} dan
Pasal 138 ayat (1), merupakan barang milik negara/
daerah, penghapusannya dilakukan sesuai dengan ke-
tentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 142
Tata cara penghapusan fungsi bendungan, tata cara
pemberian izin penghapusan fungsi bendungan, dan
pengelolaan pasca penghapusan fungsi bendungan di-
lakukan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh
Menteri. ' y

Bagian Kesembilan
Kerja Sama Pengelolaan Benduhgan
Pasal 143
(1) Dalam pengelolaan bendungan beserta waduknya,
Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi,

PENGUMUMAN/ PERATURAN PEMERINTAH _

pemerintah daerah kabupaten/kota, dan badan

usaha dapat melakukan kerja sama.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan dengan ketentuan:

a. memperhatikan kepentingan Pemerintah Pu-
sat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau
pemerintah daerah kabupaten/kota dalam
wilayah sungai yang bersangkutan;

b. dituangkan datam perjanjian kerja sama pen-
gelolaan bendungan beserta waduknya; dan

c. dilaksanakan sesuai dengan ketentuan per-
aturan perundang-undangan.

Pasal 144
Tata cara kerjasama pengelolaan bendungan
beserta waduknya dilakukan sesuai dengan pedoman
yang ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kesepuluh
Pengelolaan Bendungan Lain
Pasal 145

(1) Pengelolaan bendungan selain bendungan seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), di-
lakukan sesuai dengan tahapan pengeiolaan seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 76.

(2) Pelaksanaan pengelolaan bendungan sebagaima-
na dimaksud pada ayat {1), harus dilaporkan ke-
pada Menteri. _

{3) Persyaratan teknis, tata cara perizinar, persetu-
juan dan pelaporan dalam pengelolaan bendun-
gan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), .di-
lakukan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan
oleh Menteri.

BAB IV
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Organisasi Pelaksana
Pasal 146 '
Dalam melaksanakan pengaturan keamanan
bendungan, Menteri dibantu oleh organisasi pelaksa-
Na yang susunannya terdiri dari:
a. komisi keamanan bendungan; dan
b. unit pelaksanan teknis bidahg bendungan.

; Bagian Kedua
Komisi Keamanan Bendungan
Pasal 147
{1} Komisi Keamanan Bendungan sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 146 huruf a, bertugas:
a. melakukan pengkajian terhadap hasil evalu-
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(2)

(3)

(1)

(2)

asikeamanan bendurgan;

b. memberikan rekomendasi mengenai keaman-
an bendungan; dan i :

c. menyelenggarakan ins‘peksi_ bendungan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimak-

sud pada ayat {1), Komisi Keamanan Bendungan

menyelenggarakan fungsi:

a. pemberian rekomendasi kepada Menteri
dalam rangka pemberian persetujuan desain,
izin pengisian awal, izin operasi, persetujuan
desain perubahan atau persetujuan desain re-
habilitasi, dan izin penghapusan fungsi bend-
ungan; - ‘

b. pemberian rekomendasi kepada menteri yang

“menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang lingkungan hidup dalam rangka pem-
berian izin penempatan awal limbah tambang
dan izin operasi untuk bendungan penampung
imbah tambang; |

c. pemberian saran teknis bendungan.

d. evaluasi terhadap hasil kegiatan yang dilaku-
kan oleh unit pelaksana teknis bidang ke-
amanan bendungan; dan

e. penyelenggaraan inspeksi bendungan.

Organisasi dan tata kerja Komisi Keamanan Bend-

ungan dilakukan sesuai dengan pedoman yang

ditetapkan oleh Menteri. . g

Bagian Kedua
Unit Pelaksana Teknis Bidang Bendungan
Pasal 148
Unit pelaksana teknis bidang bendungan seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 146 huruf b,
bertugas memberikan dukungan teknis dan ad-
ministrasi kepada Komisi Keamanan Bendungan.
Dalam memberikan dukungan teknis seébagaima-
na dimaksud pada ayat (1), unit pelaksana teknis
bidang bendungan melakukan kegiatan:
a. pengumputan dan pengolahan data bendun-
gan; :
b. pengkajian pembangunan dan pengelolaan
bendungan;
c. penyelenggaraan inspeksi bendungan;
d. pemberian saran teknis bendungan;
g. pemantauan pelaksanaan konstruksi dalam
aspek keamanan bendungan;
f. inventarisasi dan registrasi bendungan serta
klasifikasi bahaya bendungan; dan
g. pengelolaan arsip bendungan.
Organisasi Unit pelaksana teknis bidang bend-
ungan dilakukan sesuai dengan pedoman yang

(1)

(2)

(3)

(1)

{2)

(3)

ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 149

Penyelenggaraan inspeksi bendungan sebagaima-

na dimaksud pasal 147 ayat (1) huruf ¢, meliputi

kegidtan:

a. pengumpulan data untuk bahan pertimbangan
kajian dan pemberian rekomendasi; dan

b. "klarifikasi terhadap laporan pelaksanaan pem-
bangunan dan lapcran pengelolaan bendun-
gan.

Penyelenggaraan inspeksi bendungan sebagaima-

na dimaksud pasal pasal 148 ayat (2) huruf c,

meliputi kegiatan:

a. pengumpulan data untuk: bahan pertimban-
gan kajian, penyiapan saran teknis, dan inven-
tarisasi bendungan;

b. pemantauan pelaksénaan konstruksi dalam
aspek keamanan bendungan; dan

¢. klarifikasi terhadap laporan pelaksanaan pem-
bangunan dan laporan pengelolaan bendun-
gan,

Penyelenggaraan inspeksi sebagaimana dimaksud
pasal 147 ayat (1) huruf ¢ dan pasal 148 ayat (2)
huruf ¢, meliputi inspeksi calon lokasi bendun-
gan, inspeksi pemantauan pelaksanaan kostruksi,
inspeksi pelaksanaan pengisian awal waduk, ins-
peksi besar, inspeksi luar biasa, inspeksi khusus,
inspeksi sesuai permintaan pembangun, penge-
lola atau pemilik bendungan.

BAB V
PANEL AHL| BEBAS
Pasal 150

Dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelo-

laan bendungan dengan kriteria tertentu, Pem-

bangun dan Pengelola bendungan berkewajiban
menunjuk panel ahli bebas.

Bendungan deﬁgan kriteria tertentu sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. bendungan dengan tinggi 75 (tujuh puluh lima)
meter atau lebih diukur dari lembah terdalam
dengan daya tampung waduk sekurang-
kurangnya 100.000.000 (seratus juta) meter
kubik;

b. bendungan yang mempunyai permasalahan
teknik yang kompleks; atau

¢. bendungan yang menerapkan teknologi baru
sesuai dengan rekomendasi Komisi Keamanan
Bendungan.

‘Panel ahli bebas sebagaimana dimaksud pada
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(1)

(2)

{2}

(1}

(2)

ayat (1), mempunyai tugas memberikan pertim-
bangan teknis yang lebih mendalam mengenai
keamanan bendungan.

Pasal 151

Panel ahli bebas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 150 dapat terdiri atas:

a. ahli desain atau ahli konstruksi bendungan;

b. ahli geologi atau ahli geologi teknik bendun-
gan; - ‘

¢. ahli hidro-mekanik bendungan; dan

d. ahli lain yang diperlukan sesuai dengan kebu-
tuhan.

Panel ahli bebas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), harus memenuhi persyaratan paling se-

dikit: i

a. memiliki sertifikat keahlian bendungan utama
yang dikeluarkan oleh lembaga yang ber-
wenang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

b. mempunyai pengalaman dalam bidang peren-
canaan, pelaksanaan atau operasi dan pemeli-
haraan sesuai dengan bidang yang akan ditan-
gani;

c. mempunyai pengalaman dalam penanganan
permasalahan yang sama dengan permasala-
han bendungan yang akan ditangani; atau

d. ahli lain yang memiliki sertifikat keahlian uta-
ma di bidangnya.

Pasal 152
Panel ahli bebas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 150, pada setiap tahap penugasan harus
menyiapkan laporan hasil penugasan.
{Laporan hasil penugasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), disampaikan kepada:
a. pembangun bendungan, Pengelola bendungan
atau Pemilik bendungan;dan
b. Komisi Keamanan Béndungan dan Unit Pelak-
sana Teknis Bidang Bendungan.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 163

Pembiayaan bendungan beserta waduknya meli-
puti biaya:
a. pembangunan bendungan; dan
b. pengelolaan bendungan beserta waduknya.
Biaya pembangunan bendungan sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) huruf a, meliputi biaya:
a. persiapan pembangunan;

(3}

(3)

(2)

(3)

b. perencanaan pembangunan;

c. pengadaan tanah;

d: pemindahan dan pemukiman kembali pen-
duduk;

e. persiapan pelaksanaan konstruksi;

f. pelaksanaan konstruksi dan pengawasan kon-
struksi; dan

g. pengisian awal waduk.

Biaya pengelolaan bendungan beserts waduknya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b me-

liputi biaya:

a. operasi dan pemeliharaan;

b. konservasi pada waduk;

c. perubahan bendungan atau rehabilitasi bend-
ungan; |

d.. penghapusan fungsi bendungan; dan

e. pengelolaan pasca penghapusan fungsi bend-
ungan.

Pasal 154
Biaya pembangunan bendungan dan biaya penge-
lolaan bendungan beserta waduknya disediakan
oleh Pemilik bendungan.
Dalam hal Pemilik bendungan sebagaimana di-
maksud pada ayat (1), merupakan Pemerintah
Pusat, pemerintah daerah provinsi, atau pemerin-
tah daerah kabupaten/kota, biaya pembangunan
bendungan dan biaya pengelolaan berdungan be-
serta waduknya dapat bersumber dar:
a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah
provinsi; Y
c. anggaran pendapatan dan belanja daerah ka-
bupaten/kota; dan/atau
d. sumber pembiayaan lain sesuai dengan keten-
tuan peraturan perundang-undangan.
Sumber pembiayaan lain sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf d, antara lain Fasil peneri-
maan biaya jasa pengelolaan sumber daya air
pada waduk.

Pasal 155

Dalam hal badan usaha selaku Pemilik bendun-
gan menyerahkan pengelolaan bendungan se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat {1),
Pemilik - bendungan harus menyediakan biaya
pengelolaan dalam bentuk dana amanah.

Dana amanah sebagaimana dimaksuc pada ayat
(1), harus diserahkan oleh Pemilik beridungan se-
belum bendungan beserta waduknya diserahkan.
Pelaksanaan mengenai dana amanah sebagaima-




na dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai den-
gan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 156
Dana Amanah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 145, dilakukan sesuai dengan pedoman yang
ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan
menteri keuangan.

(1

(2)

(3)

(4}

(1)

BAB ViI
DOKUMENTASI DAN INFORMASI
Pasal 157

Pemilik bendungan, pengelola bendungan, unit

pengelola bendungan, dan unit pelaksana teknis

bidang bendungan harus menyimpan dan meme-
lihara dokumen pembangunan bendungan dan
pengelolaan bendungan beserta waduknya.

Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

meliputi dokumen:

a. perencanaan;

b. pengelolaan lingkungan hidup;

c. pengadaan tanah;

d. pelaksanaan konstruksi termasuk gambar ter-
bangun; '

e. petunjuk operasi dan pemeliharaan, peman-
tauan perilaku bendungan, riwayat operasi
bendungan, serta rencana tindak darurat; dan

f. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan
dan pemantauan lingkungan.

Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat {2},

harus disimpan selama 10 (sepuluh) tahun sejak

penghapusan fungsi bendungan.

Dokumen yang telah mencapai waktu sebagaima-

na dimaksud pada ayat (3), harus diserahkan

Pemilik bendungan kepada instansi yang meny-

elenggafakan urusan penyimpanan arsip secara

nasional atau daerah.

Pasal 158

Pengelola bendungan harus menyampaikan lapo-

ran secara berkala mengenai informasi kondisi

bendungan beserta waduknya kepada instansi
terkait.

Informasi kondisi bendungan beserta waduknya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. perilaku struktural dan operasional;

b. hasil pembacaan instrumen beserta interpre-
tasinya, hasil inspeksi, dan evaluasi keaman-
an;

€. perubahan atau rehabilitasi:

d. kejadian yang berhubungan dengan keaman-
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(1}

(2)

{1

(2)

(3)

(5)

{6)

an bendungan dan kejadian luar biasa; dan
e. kondisi air waduk termasuk alokasi air.

Pasal 159

Pengelola bendungan harus menyelenggarakan

system informasi bendungan beserta waduknya

yang dapat diakses oleh masyarakat.

Dalam menyelenggarakan sistem informasi se-

bagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola

bendungan melakukan:

a. pengumpulan, pengolahan, dan . penyedi-
aan data dan informasi bendungan beserta
waduknya; dan

b. pemutakhiran informasi bendungan beserta
waduknya secara berkala.

BAB VIl
PENGAWASAN

Pasal 160
Menteri, gubernur, dan bupati/walikota ses-
uai dengan kewenangannya serta masyarakat
melakukan pengawasan atas penyelenggaraan
pembangunan bendungan dan pengelolaan bend-
ungan beserta waduknya.
Pengawasan oleh Menteri sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan terhadap pembangunan
bendungan dan pengelolaan bendungan beserta
waduknya yang dilaksanakan oleh Pemerintah
Pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah
daerah kabupaten/kota, dan badan usaha.
Pengawasan oleh gubernur sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1), dilakukan terhadap pemban-
gunan bendungan dan pengelolaan bendun-
gan beserta waduknya yang dilaksanakan oleh
pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah
kabupaten/kota, dan badan usaha.
Pengawasan oleh bupati/walikota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pem-
bangunan bendungan dan pengelolaan bendun-
gan beserta waduknya yang dilaksanakan oleh
pemerintah daerah kabupaten/kota dan badan
usaha.
Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana di-
maksud pada ayat (1), dilakukan terhadap pem-
bangunan bendungan dan pengelolaan bendun-
gan beserta waduknya yang diwujudkan dalam
bentuk laporan atau pengaduan kepada Menteri,
gubernur, atau bupati/walikota.
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota meninda-
klanjuti laporan hasil pengawasan atau pengad-
uan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), untuk
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perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan
pembangunan bendungan dan pengelolaan bend-
ungan beserta waduknya.

BAB IX
PERAN MASYARAKAT
Pasal 161
(1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama
untuk berperan dalam proses pembangunan
bendungan dan pengelolaan bendungan beserta
waduknya.
(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dapat dilakukan dengan cara: .

a. memberikan masukan dan saran dalam pem-

bangunan bendungan dan pengelolaan bend-
ungan beserta waduknya;

b. mengikuti program pemberdayaan masyara-
kat; dan/atau

c. mengikuti pertemuan konsultasi pubhk dan
sosialisasi.

{3) Dalam melaksanakan peran sebagalmana dimaksud
pada ayat (2), masyarakat mempunyai hak untuk:
a. memperoleh informasi mengenai rencana

pembangunan bendungan dan pengelolaan
bendungan beserta waduknya;

b. menyatakan keberatan terhadap rencana
pembangunan bendungan dan pengelolaan
bendungan beserta waduknya yang sudah
diumumkan disertai alasannya;

¢. memperoleh manfaat atas pembangunan
bendungan dan pengelolaan bendungan be-
serta waduknya;

d. mengajukan pengaduan kepada Pembangun
bendungan atau Pengelola bendungan atas
kerugian yang menimpa dirinya berkaitan
dengan penyelenggaraan pembangunan bend-
ungan dan pengelolaan bendungan beserta
waduknya; dan/atau

e. mengajukan gugatan kepéda pengadilan ter-
hadap berbagai masalah akibat pembangunan
"bendungan dan pengelolaan bendungan beser-
ta waduknya yang merugikan kehidupannya.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 162

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini:

a. persetujuan atau izin yang berkaitan dengan pem-
bangunan dan pengelolaan bendungan yang telah
diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan
Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sampai den-
gan masa berlakunya berakhir;
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b. pengelolaan bendungan yang telah dilaksanakan
sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini
vang belum dilengkapi dengan persetujuan dan
perizinan, izin operasi bendungan harus dipenuhi
paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan
Menteri ini ditetapkan; dan

c. kerjasama pembangunan bendungan yang telah
ada sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini
dmyatakan tetap berlaku sampai dengan berakh-
irnya kerja sama.

Pasal 163
Ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai bendungan yang ‘telah ada dlnyatakan tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum di-
ganti dengan yang baru berdasarkan peraturan men-
teri ini.

BAB Xl
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 164
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai ber-
laku, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 72/
PRT/M/1997 tentang Keamanan Bendungan dicabut
dan dinyatakan:tidak berlaku.

Pasal 16b 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang-
gal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Repubtik Indo-
nesia.
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